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KATA PENGANTAR

Desa menghadapi era baru. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hendak
mengantarkan desa sebagai penyangga kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri
secara sosia, budaya, ekonomi, bahkan politik. Kini Desa memasuki era self governing
community dimana Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan,
pelayanan publik, dan keuangan. Maka Desa bukan lagi penunggu instruksi dari supra desa
(Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan Pusat). Terlebih dengan bergulirnya Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) yang secara perlahan tetapi pasti akan mempengaruhi roda
pembangunan di Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk memotret keterkaitan modal sosial, modal finansial,
dan modal pengetahuan dalam pembangunan perekonomian Desa, khususnya di Desa
Ponjong dan Desa Bleberan di Kabupaten Gunungkidul, serta Desa Sumbermulyo di
Kabupaten Bantul. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dikatakan sebagai produk
dari ketiga moda tersebut. BUMDes yang ideal mampu menjadi poros kehidupan
masyarakat Desa. Karena ia berdiri atau ada untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat,
mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat, dan aksesnya terbuka untuk semua
masyarakat Desa dari berbagai elemen.

Penelitian ini merupakan applied research, dimana peneliti mengikuti kaidah
scientific process dengan temuan data lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil
dari pendlitian ini diharapkan mampu menjawab dugaan pada keberadaan BUMDes yang
saat ini sedang digaungkan pendiriannya. BUMDes yang berdiri atas dasar sukarela dan
gotong royong mengalami pergeseran ke arah profesional dan transaksional. Seolah
BUMDes berada di atas dua kaki yang sama-sama penting untuk kelangsungan hidupnya.

Misi pengembangan BUMDes adalah menggerakkan roda ekonomi desa dengan
mengoptimalkan potensi desa. Hal ini sgjalan dengan gerakan desa wirausaha, dimana
Desa mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber dayanya untuk menggerakkan
perekonomian dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif. Gerakan
desa wirausaha yang dapat sgja diawali dengan pengembangan dan penguatan BUMDes
diharapkan mampu mengurangi angka urbanisasi dan pengungangguran.

Desawirausaha (rural entrepreneurship) telah menjadi kajian mendalam di beberapa
negara. Sebut sga Iran, Tanzania, Thailand, Jepang, dan India menjadikan kajian rural
entrepreneurship sebagai rujukan untuk mewujudkan gerakan desa mandiri. Bahkan salah
satu strategi pembangunan desa di Thailand dan Jepang adalah one village one product.
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Jika sgja 74 ribu esa di Indonesia berbenah dan berubah menuju desa wirausaha, maka kita
dapat bayangkan Indonesia memiliki sedikitnya 74 ribu produk usaha yang menghidupi
dan saling melengkapi antara desa satu dengan lainnya. Bersama kita menantikan masaitu.

Y ogyakarta, Januari 2016
Y ayasan Penabulu
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PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang katddengan masyarakat dan
secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakak disejahterakan. Basis sistem
kemasyarakatan di desa yang kokoh adalah kekuatéwk unengembangkan sistem
politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Di Indonesiia sejumlah 74.093 desa, dimana lebih
dari 32 ribu desa masuk dalam kategori desa tgind<ondisi ini sangat kontradiktif
dengan tujuan otonomi daerah. Di era otonomi daeseharusnya menjadi perwujudan
unjuk kekuatan di berbagai bidang, karena tujuaabetonomi daerah adalah memperluas
kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa.

Jika hampir separuh desa di Indonesia masih tengalesa tertinggal, maka tidak
heran jika hingga kini desa masih identik dengamikkinan dan keterbelakangan.
Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mernkiamp kehidupan desa yang
otonom dalam mengelola pemerintah dan kemasyarakaaPada PP Nomor 43 Tahun
2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 Tahun 201&htehenyebutkan jika kini desa
mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya @ddn pembangunan. Untuk itu
tumpuan dinamika kehidupan desa sangat bergantahg jpastisipasi masyarakat dalam
mendorong terbangunnya kesepakatan pengelolaan dewmapu menumbuhkan dan
mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, damggiehuan. Berlakunya regulasi
tentang desa membuka harapan bagi masyarakat uiegaberubah. Hal tersebut menjadi
momentum untuk mendorong lahirnya desa dengank&dtda yang lebih akuntabel dan
transparan, masyarakat desa yang partisipatifpdegkonomian desa yang menghidupi.

Dalam berbagai kajian perekonomian desa, yang tluakh dilupakan adalah
kondisi modal sosialspcial capita) masyarakat desa yang sudah sangat kuat. Masyaraka
desa mempunyai beragam ikatan sosial dan solidatsial yang kuat, sebagai penyangga
penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dandyamnskatan. Swadaya dan gotong
royong telah terbukti sebagai penyangga utama toiorasli” desa. Walau di satu sisi,
kekayaan modal sosial berbanding terbalik dengardame@&konomi. Modal sosial
masyarakat desa terdiri atas ikatan sossgcial bonding, jembatan sosialsfcial

bridging), dan jaringan sosials¢cial linking. Dari ketiga aspek tersebut, ikatan sosial
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masyarakat desa yang bersifat parokial (terbatas)jadi modal sosial yang paling
dangkal yang tidak mampu memfasilitasi pembangwkamomi, mewujudkan desa yang
bertenaga sosial, dan berdemokrasi lokal (Ekal, 2014). Untuk membebaskan ikatan
sosial éocial bondinQ) yang terbatas tersebut perlu ada gerakan kenamdirasyarakat
desa. Selain memperkuat modal sosial, desa jugas hmaemperkuat modal ekonomi
(financial capita), modal pengetahuarkriowledge capitd dan modal kemanusiaan
(human capitgl (De Massiset al, 2015). UU Desa beserta regulasi turunannya aecar
eksplisit telah membuka ruang untuk terjadinya kganani.

Harapan yang sama mengenai desa yang mandiri aarorotjuga ditujukan
kepada desa-desa di Provinsi Daerah Istimewa Ya@gimkKehidupan masyarakat di
sebagian besar wilayah DIY berada di kawasan paateNamun jika menilik dari Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) DIY tahun 2012, ada kijaupaten yang memiliki IPM
relatif rendah atau dibawah angka 80 yaitu KabupaBantul (75,58), Kabupaten
Kulonprogo (75,33), dan Kabupaten Gunungkidul (IL,Di ketiga kabupaten tersebut,
desa-desanya selama ini diandalkan sebagai pery&edpdupan masyarakat, khususnya
di bidang produksi pangan. Masyarakat Bantul, Kptogo, dan Gunungkidul
mengandalkan kehidupan pada sektor pertanian. dagakngkiri bahwa sektor pertanian
akan terus menjadi idola pembangunan perekononeisa. d

Dinamika perdesaan di Indonesia telah mengundarippen dari berbagai pihak,
seperti lembaga pendidikan, perusahaan, hinggaagalswadaya masyarakat, baik di
tingkat lokal, nasional, hingga internasional. AKk#s pemberdayaan masyarakat
dilakukan dengan berbagai model dan nilai-nilauknhemperkuat prinsip pembangunan
perdesaan. Yayasan Penabulu dan Saemaul GlokaiizRbundation (SGF) memiliki
impian yang sama besar dengan desa-desa di Indon&ssamaan visi pada
pengembangan kemandirian, kesetaraan, pengham@aampenghormatan pada nilai-nilai
kemanusiaan dan kearifan lokal masyarakat dessateaudalam hal kerjasama (gotong
royong) dan keswadayaan diharapkan mampu mempetktiaakelola pemerintahan dan
masyarakat desa. Hal lain yang menjadi perhatiapa¥an Penabulu dan SGF adalah
upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakaandaproses pembangunan desa,
terutama kelompok perempuan dan kelompok rentamngga desa mampu menjadi
sumber kehidupan bagi seluruh elemen masyarakamnéagangga kehidupan masyarakat

perkotaan.
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Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul yangns&lini dicitrakan sebagai
wilayah yang miskin, rawan bencana alam, dan taklaely. Riset ini berupaya
mengeskplorasi potensi desa-desa di Kabupaten @kigduh dan Kabupaten Bantul.
Terpilih tiga desa yang tersebar di Kabupaten Ggkidinil dan Kabupaten Bantul yang
menjadi model dalam riset ini, yaitu :

1. Desa Ponjong yang merupakan ibukota Kecamatan Rgnferada di sisi timur
Kabupaten Gunungkidul dan berbatasan dengan Kadup@tonogiri adalah
sumber air yang selama ini menjadi salah satu peayeantuan air bersih ketika
kekeringan melanda sebagian besar wilayah Gununigkigat musim kemarau.
Limpahan air inilah yang menjamin hidupnya sektertgnian di Desa Ponjong.
Pada tahun 2009, Desa Ponjong mendapatkan banNRN Mandiri Perkotaan
sebesar satu miliar rupiah. Berdasarkan seraparasismasyarakat di 11 dusun,
masyarakat Desa Ponjong bersepakat memanfaatkan wi@ank pembangunan
Sumber Ponjong, yaitu memanfaatkan potensi air yaglgnpah agar lebih efektif
dan efisien. Sejak 2011, Desa Ponjong memanfa&ia@radaan Sumber Ponjong
untuk mengembangkan wahana wisata air “Waterbyarigybernaung dibawah
BUMDes “Hanyukupi”.

2. Desa Bleberan di Kecamatan Playen yang terletaksisli timur Kabupaten
Gunungkidul dan berbatasan dengan Kabupaten Bdbésga Bleberan memiliki
perencanaan pembangunan perdesaan yang fokus pwaalisasi sumber daya
desa dalam sistem agribisnis sebagai penyanggagpemian desa. Pemerintah
Desa Bleberan telah mencanangkan pembangunan wieydesaan sebagai salah
satu landasan pertumbuhan perekonomian desa daagkaj panjang dengan
mengandalkan sumber daya yang tersedia di desh, Satunya dengan keberadaan
badan usaha milik desa. BUMDes “Sejahtera” Desadd3bn bergerak di tiga
bidang desa wisata, pengelolaan air bersih, us&baoei produktif simpan
pinjam. Berbekal potensi sumber daya alam, usalsa deerkembang untuk
menambah pendapatan asli desa (PADes).

3. Desa Sumbermulyo di Kecamatan Bambanglipuro, m&arpdesa dengan kondisi
terparah saat gempa bumi 2006. Dalam kurun waktuahQn pemerintah dan
masyarakat desa secara partisipatif telah berimasiigembalikan kondisi desa
dalam berbagai bidang kehidupan. Bahkan Pemerib&da Sumbermulyo telah
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menetapkan empat prinsip tata kelola pemerintala gasg sudah dilaksanakan
sejak masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gelymi yaitu demokrasi;

partisipasi; transparan dan akuntabel; dan dedisasia Keempat prinsip tersebut
memberi sumbangan pada pembangunan masyarakatastéenpembangunan
sektor pertanian. Untuk mendukung keberhasilan pegiman pertanian, di Desa
Sumbermulyo berdiri BUMDes “Mandiri” dengan unitali pengairan pertanian

dan perikanan dalam wujud “Embung Merdeka”.

Di ketiga desa tersebut, secara kasat mata mera@nmgbtong royong masyarakat
yang kuat. Gotong royong dan lekatnya nilai-nilakdl merupakan aset pembangunan
perdesaan. Namun dakeguyubantersebut, perlu ada kajian mendalam mengenai arah
pembangunan ekonomi perdesaan. Dalam laporan fi@mati termasuk mencakup kajian
potensi pengembangan unit usaha desa baru ag&agexkonomi desa dapat lebih cepat
tercapai sesuai amanat UU Desa. Tiga desa yangadiemodel dalam penelitian ini
diharapkan mampu memberi gambaran kebutuhan paoigrapn pemberdayaan dan

peningkatan kapasitas perekonomian masyarakat desa.

B. RUMUSAN MASALAH

Sebagai unit terkecil dari negara, desa secardangsung menyentuh kebutuhan
masyarakat untuk disejahterakan. Indonesia meniikk093 desa, dimana lebih dari 32
ribu desa masuk dalam kategori desa tertinggatdpat menjadi indikator jika selama ini
desa termarjinalkan oleh kepentingan industri darlupsan pasar global (Susetiawan,
2011). Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desmnmimpikan kehidupan desa
yang otonom dalam mengelola pemerintah dan kemalsyt@annya. Pada PP Nomor 43
Tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 Tahurb26lah menyebutkan jika kini
desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumberdadayarah pembangunan.

Gotong royong dan lekatnya nilai-nilai lokal merkpa aset pembangunan
perdesaan. Gotong royong masyarakat yang kuatusatyar berpengaruh pada percepatan
pembangunan ekonomi desa. Maka bermula kizguyubarmasyarakat desa, perlu ada
kajian mendalam mengenai aktor-aktor pemangku Keygam di desa, serta pengkajian
potensi untuk pengembangan unit usaha desa yangbar kemandirian desa dapat lebih

cepat tercapai sesuai amanat UU Desa.
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Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masadahpenelitian ini adalah:
1) Kontribusi BUMDes pada peningkatan perekonomiamasyarakat desa; 2)
Permasalahan yang muncul dari dinamika BUMDes, 3JaRengkajian potensi yang ada

untuk pengembangan unit usaha desa yang baru.

C. PERTANYAAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertantaaa dari penelitian ini
adalah :
1. Bagaimana BUMDes berkontribusi pada peningkatamehk desa?
2. Apa permasalahan yang muncul dalam dinamika pelagel@UMDes ?

3. Apa potensi desa yang dapat dikelola untuk pengegaraunit usaha desa yang baru ?

D. TUJUAN PENELITIAN
Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk :
Mengkaji kontribusi BUMDes pada peningkatan ekondesa.
2. Menggali permasalahan yang muncul dalam dinamikgglelaan BUMDes.
Menggali potensi desa yang dapat dikelola untukgperbangan unit usaha desa
yang baru.

E. LANDASAN TEORI
Teori diperlukan sebagai bingkai dalam melakukamepgan. Dalam penelitian ini
teori utama yang digunakan adalah TeBesource Based Vie\RBV) dan Teori
pemangku kepentingagStakeholder Theory)Sedangkan untuk mendukung kedua teori
utama tersebut, riset ini turut mengacu pada tesisgenai Desa, Desa WirausaRar@l
Entrepreneurship dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
1. Desa
Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa), defimiesa adalah desa dan
desa adat atau yang disebut dengan nama lainhakiedatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untukgaéur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatdagkda prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dialan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik IndonesiaR{NKSebagai wakil negara,
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desa wajib melakukan pembangunan, baik pembandisftlamaupun pembangunan
sumber daya manusia, sebagai upaya peningkataitakubidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Eesibangunan desa yang
berkelanjutan merupakan pembangunan desa yang tdaksak lingkungan dan
memberi hak kedaulatan untuk mengatur dirinya (awan, 2011).

Masyarakat desa harus berdaya agar pembangunaapaésasarannya. Maka
yang diperlukan adalah upaya-upaya pemberdayaanyana&at desa untuk
membangun kemampuan masyarakat desa dengan catarorey memotivasi, dan

mengembangkan potensi sumber daya lokal yang #imili

. Desa Wirausaha

Geliat perekonomian perdesaan seringkali dinilaimbat dibanding
pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonondega@n perlu segera
dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya deseasgutanal dengan cara yang
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakamdalancapai kesejahteraan
secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mencgpai diperlukan dua
pendekatan yaitu: (a) Kebutuhan masyarakat dalalakoiean upaya perubahan dan
mencegah hal-hal yang tidak diinginkan; dan Bjitical will dan kemampuan
pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengieniEsikan perencanaan
pembangunan yang sudah disusun (Rustiadi (200&jndBlachrein, 2010). Potensi
sumber daya desa selama ini belum termanfaatkamaseptimal. Jika pun ada yang
memanfaatkan, cenderung eksploitatif dan tidak nestimpbangkan dampak yang
ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa.

Salah satu solusi penting yang mampu mendorond gi@nomi desa adalah
mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat demagerRbangan desa
wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kenaisk migrasi penduduk, dan
pengembangan lapangan kerja di desa. Kewirausahamadn strategi dalam
pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyaliakana sumber daya dan
fasilitas yang disediakan secara spontan oleh (kdas) masyarakat desa untuk
menuju perubahan kondisi sosial ekonomi perdesAarafi, 2013). Apabila desa
wirausaha menjadi suatu gerakan massif, maka miaogdaal yang sangat mungkin

untuk mendorong perkembangan ekonomi perdesaan.
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Desa wirausaha merupakan program yang dapat dikegk@a untuk
mengatasi pengangguran, pendapatan rendah, damivem&eragaman jenis usaha
di desa. Kewirausahaan masyarakat desa pun dapadakea mengorganisir struktur
ekonomi perdesaan. Seluruh aset desa seperti @indingkungan, dan tenaga kerja
dapat menjadi modal pengembangan usaha baru ygegkkan bersama-sama oleh

seluruh elemen desa.

. Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah pbasn yang dikelola
oleh masyarakat desa dan kepengurusanya terpisgbeda@erintah desa. Berdirinya
BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkatensi wirausaha desa.
Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Bldmor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (lbutisen bahwa Desa dapat
mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengauntkbebn dan potensi desairut
menjadi pondasi penting dalam pendirian BUMDes.aBalUU Desa, BUMDes
didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh stdagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsyang berasal dari kekayaan
desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasgapela, dan usaha lain untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui permegab potensi
perekonomian desa dan menjadi wadah bersama mkalapadesaan dalam
membangun diri dan lingkungannya secara mandiripgatisipatif. Dalam riset ini,
keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangark umenyalurkan inisiatif
masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, wlangein memanfaatkan
potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan suhalga manusia (warga desa)
dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan madapemerintah desa dalam
bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diseraimdamk dikelola sebagai
bagian dari BUMDes.

. Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

Pemangku kepentingan adalah individu atau kelonypok) dapat berpengaruh

pada pencapaian tujuan organisasi, atau pihak tgagkgna dampak dari pencapaian
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tujuan organisasi (Freemaet al., 1983 dalam Mitchellet al., 1997). Pemangku
kepentingan memiliki beberapa atribut, yaitu: kedagmn powel), legitimasi, dan

urgensi. Penjabaran atribut-atribut pemangku kepgsuh dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi pemangku kepentingan
Atribut Definisi Dasar
Kekuasaan Relasi antar aktor dimana satu « Paksaan : Kekuatan/ancaman
aktor dapat meminta aktor yang| « Kemanfaatan: insentif materi
lain untuk melakukan sesuatu |« Normatif : pengaruh simbolis
tanpa dapat dibantah
Legitimasi Persepsi umum atau asumsi |« Individual
tentang tindakan seseorang adglah Organisasi
pantas, diharapkan, dantepat |« Sosial
menurut sistem, norma, nilai,

kepercayaan

Urgensi Tingkatan dimana pemangku |« Sensitifitas waktu : derajad
kepentingan memiliki klaim dimana penundaan atas klaim
untuk diperhatikan atau relasi tidak dapat diterimal

oleh pemangku kepentingan
» Bersifat kritis/mendesak :

Pentingnya klaim atau relasi

dari pemangku kepentingan
(Sumber : Mitchelkt al.,1997)

Teori pemangku kepentingan menitikberatkan padpasigang memegang
kekuasaan, legitimasi, dan mempunyai kepentingage(icy di dalam organisasi
(Mitchell et al, 2011). Dalam konteks riset ini, hal tersebutujée pada siapa yang
memegang kekuasaan dan legitimasi, memiliki kepgati dan peran khusus dalam
dinamika desa, menguasai pengetahuan serta suay@erdhn memiliki kepentingan
pada pembangunan ekonomi desa. Selanjutnya, d@amini disebut sebag&iey

stakeholdedesa

5. Sumber Daya (Resource Based View)

Untuk mewujudkan desa mandiri, maka diperlukan smygendapatan bagi
desa yang berasal dari desa tersebut. Unit-unitaugang bergerak di desa haruslah
memiliki ciri khas dan keunggulan kompetitif supaja@pat memberikan kontribusi
yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan anaksgt desa.

Secara lebih spesifik berdasarkan teesource based viewnaka keunggulan
kompetitif ditentukan oleh modal sosial, modal nsay dan modal finansial

(DeMassiset al., 2011). Modal sosial terkait dengan relasi antamgraalam
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organisasi (modal sosial internal) dan antara osgandengan pihak luar (modal
sosial eksternal). Menurut World Bank (199)cial capital adalah“a society
includes the institutions, the relationships, thiéit@des and values that govern
interactions among people and contribute to ecocomand social
development’” Dalam Social Capital dibutuhkan adanya “nilai saling berbagi”
(shared values3erta pengorganisasian peran-pdrates) yang diekspresikan dalam
hubungan-hubungan person@ersonal relationships) kepercayaan(trust), dan
common sengentang tanggung jawab bersama; sehingga masyanakgadi lebih
dari sekedar kumpulan individu belaka.

Selain modal sosial, modal yang menentukan keuaggkompetitif dari
organisasi. Modal manusia diartikan sebagai pehgata dan keterampilan yang
melekat pada orang (Hatehal.,2004 dalam DeMassét al.,2011). Modal manusia
dapat diasosiasikan dengan dedikasi dan komitmeg tiaggi (Cabrera-Suarezt
al., 2001), motivasi (1988), dan relasi personal yanggi (Trevinyo-Rodriguezt
al., 2006).

F. METODE PENGUMPULAN DATA
Penelitian ini menggunakan pendekataommunity based researcfCBR).

Pendekatan tersebut digunakan untuk menggali penamhgang luas dari masyarakat

desa di tingkat mikro, messo, dan makro mengenangodesa secara keseluruhan, serta

mengkaji arah dan motivasi pembangunan ekonomiegaah. Untuk memperoleh data
dan informasi yang tepat, pengumpulan data dilakulkangan cara :

1. Observasi keadaan desa secara langsung maupun lagmpgokumen-dokumen
milik desa yang menjadi data sekunder.

2. Personal interviewpada orang-orang kundidy stakeholdérdesa, yaitu kepala desa,
perangkat desa, pengelola badan usaha milik deEMI®s), pegiat kelompok
masyarakat, tokoh masyarakat, dan pelaku usahesdi @ersonal interview dilakukan
kepada minimal 1%key stakeholdedan bertujuan untuk menggali informasi dasar
tentang keberadaan BUMDes sebagai salah satu pekggenomi desa.

3. Group discussion dilakukan bersama kelompok-kelompok masyarakat gyan
berpengaruh seperti PKK, gapoktan, pengelola BUMMBasang taruna, kelompok

usaha bersama (KUB), kelompok masyarakat difalael keépala dusun. Pada tahap ini
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diharapkan mendapat informasi berupa peran-peratingeyang sudah dilakukan
masing-masing kelompok masyarakat dalam pembangalesa dan memetakan
potensi sumber daya desa dalam rangka mewujudkeakage kemandirian desa.
Sasaramgroup discussiomadalah lima kelompok masyarakat di tiap desa.

4. Focus group discussiordilakukan bersama perwakilan masing-masing anggota
kelompok masyarakat dan lembaga desa sebagai upaga checkatas informasi
yang diperoleh dari langkah-langkah pengumpulaa dabelumnya dan menemukan
pemahamana yang sama mengenai model unit usaha(lbesarta peluang dan
tantangannya) yang memungkinkan cakupan kemanfaatdabih luas dan potensial
sebagai upaya peningkatan kapasitas perekonomisa.. d@alam riset tahap ini

merupakan bagian dari teknik triangulasi sumber.

G. METODE ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekat@ommunity BasedResearch yang
dilakukan secara kualitatif. Secara umum strateglisa data pada penelitian kualitatif
adalah: 1) Meletakkan informasi pada susunan yamgeola; 2) Membuat matriks atau
kategori dan menempatkan bukti-bukti pada kateigosebut; 3) Membuatata display 4)
Membuat tabulasi dari kejadian-kejadian yang beabds) menguji kompleksitas dari
tabulasi yang dibuat; dan 6) menyusun informasamablurutan kronologi (Miles dan
Huberman, 1992).

Tahap awal dari proses menganalisis data adalah bosmdatabase untuk
menyimpan salinan informasi yang diberikan olehtipgan (Wahyuni, 2012). Riset ini
menggunakan pendahulu dan penerus sebagai informMangikuti rekomendasi dari
Bryman dan Bell (2007) (dalam Chirico, 2008), risetmenggunakan setiap sumber data
dan setiap partisipan sebagai alat untuk mengeaék sama lain. Penggunaan dua
partisipan pada setiap organisasi memungkinkan yad@embandingan jawaban yang
diberikan oleh mereka. Penggunaan sumber data(daicondary daggememungkinkan
konfirmasi lebih lanjut atas informasi yang dibamnkoleh partisipan (Chirico, 2008).
Deskripsi setiap kasus disusun secara independen.

Penelitian ini menggunakan analisis istoiftent analysijs untuk menjawab
pertanyaan penelitian. Analisis isi didefinisikagbagai metode riset untuk interpretasi
subyektif atas isi data melalui proses klasifikastematis dari pemberian kode dan
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pengidentifikasian tema atau pola (Wahyuni, 201R)etode ini meringkas dan
mengklasifikasi data dalam jumlah besar menjadi elsa kategori yang
merepresentasikan arti yang sama (Weber (1990ndalahyuni, 2012).

Peneliti melihat data yang diperoleh untuk mentama yang muncul. Peneliti
mengidentifikasi apa yang sering dikatakan olehigipan, melihat relasi antara satu tema
dengan tema lainnya, menemukan makna yang temsigatcari teori yang mendasari dan
teori yang menjadi determinan (Wahyuni, 2012). Reegpretasian arti dari isi data pada
riset ini menggunakan pendekatasnmmative Pendekatan ini meliputi menghitung dan
membandingkan kata kunci atau isi, diikuti dengaterpretasi dari konteks (Wahyuni,
2012).

Peraturan baku dari analisa isi meliputi: 1) sebeetaesar potongan dari data yang
dianalisa pada suatu waktu (satu baris, kalimasefratau paragraf) harus sama dan tidak
berganti-ganti; 2) kategori harus inklusif danutually exclucive 3) secara tepat
didefinisikan; dan 4) seluruh data terangkum dadakategori éxhaustive Peneliti perlu
membangun catatan dengan membaca transkrip seesetukihan, kemudian membuat
aturan spesifik untuk membangun kategori. Anaisiglapat memunculkan teori, namun
biasanya analisis konteks diatur oleh tetre¢ry driven. Setelah menentukan kategori,
peneliti perlu untuk menghitung dan melihat sebarsgring kategori-kategori itu muncul
(Hsiu-Fang dan Shannon (2005) dalam Wahyuni, 20B®)ses ini dilanjutkan dengan
sintesa silang studi kasusdss—case syntheyiglimana hasil dari analisis isi disintesakan
secara silang untuk mendapatkan persamaan dandparbenenurut karateristik (Yin,
2009).

Hasil analisis diolah dengan menggunakan stratega visual dantemporal
bracketing(Langley, 1999). Strategi peta visual memungkinkenampilkan data dalam
jumlah besar, dan secara mudah digunakan untukmetkan gejala, proses pararel, dan
berlalunya waktu. Strategi ini merupakan stratesgaptara untuk menyusun konsep yang
lebih abstrak menggunakan strateégmporal bracketing Strategitemporal bracketing
mentransformasi data yang tidak berbentuk menjadiefapa bagian yang berurutan
namun saling terhubung. Pada setiap fase, datamakgn untuk mendeskripsikan proses
menurut pola. Strategi ini sesuai untuk menganghsses dinamis dalam organisasi.
Strategi ini mengakomodasi data secara menyeluany ynenyangkut kejadian, relasi,
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interaksi, perasaan, kognisi, dan lain sebagaibgadley, 1999). Secara ringkas, tahapan
analisis data dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan analisis data

Analisis Data dan Representas K eterangan
Pengorganisasian Data Membuat dan mengorganigr-aessip data
Membaca dan membuat catatan Membaca hasil trafsenipmbuat catatan
pinggir, dan membuat inisial kode
Mendeskripsikan data menjadi kod®&lendeskripsikan kasus — kasus beserta
dan tema konteksnya.
Mengklasifikasi data menurut kode daMenggunakan kategori yang teragregasi untuk
tema membangun tema atau pola.
Menginterpretasikan data 1Menggunakan interpretasi langsung.
2. Membangun naturalistic generalization
atas apa yang sudah dipelajari
Menampilkan dan memvisuaslisadilenampilkan gambaran yang dalam dan
data terinci dari kasus - kasus yang diteliti
menggunakan narasi, tabel, dan gambar.

(Diadaptasi dari Creswell, 2010)

H. VALIDITASDAN KREDIBILITAS

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas, pereati ini menggunakan beberapa
cara yaitu validasi respondemémber checkingdan triangulasi (Yin, 2009; Creswell,
2010; Wahyuni, 2012). Triangulasi yang digunakalamapenelitan ini adalah triangulasi
sumber.

Triangulasi sumber dilakukan dengan memperolehrnmdsi dari beberapa sumber
untuk meminimalisir dan memahami bias yang munar drang dengan peran yang
berbeda (Yin, 2009; Creswell, 2010; Wahyuni, 20P&da penelitian ini sumber informasi
diperoleh dari dua pihak, yaitu pendahulu dan peneBumber bukti pendukung seperti
dokumen organisasi, arsip, website, dan artikehddia massa juga menjadi pendukung
dari triangulasi sumber pada penelitian ini.

Validasi dengamtmember checkingnelibatkan partisipan dalam proses validasi.
Hasil penelitian dikirimkan kepada partisipan untulemastikan hasil penelitian sesuai
dengan perspektif dan pengalaman dari partisipanseB ini juga untuk memastikan
terjadinya bias atau tidak dalam penelitian (Yi002; Creswell, 2010; Wahyuni, 2012).
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I. KONSIDERASI ETIKA

Sebuah penelitian atau riset harus membawa mamfaat tidak mencederai
partisipan dan masyarakat. Riset ini bertujuan kintuemberikan kontribusi kepada
pengetahuan terutama pada bidang manajemen, demegabhangun pengertian mendalam
tentang proses pemindahan pengetahuan antar gediedsam organisasi. Privasi dan
kerahasiaan akan dijaga. Apabila ada partisipag Vidak ingin disebut di dalam laporan
riset, maka kerahasiaan identitas tetap dijaga.

Peneliti menghormati kebebasan memilih dari padisi sehingga tidak ada
pemaksaan keterlibatan partisipan di dalam risemu partisipan memiliki hak untuk
mengundurkan diri sebagai partisipan dari riset 8eluruh hasil penelitian dan temuan
merupakan fakta sebenarnya dari hasil wawancargadepartisipan. Seluruh pengalaman
dan persepsi partisipan dijabarkan sesuai dengsih wawancara yang telah dilakukan.

Tidak ada informasi palsu dan rekayasa di dalawr&pakhir penelitian ini.
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BAGIAN 11
PROFIL DESA

A. DESA PONJONG
1. Profil Desa

Desa Ponjong yang merupakan lbu Kota KecamataroRgrnjang terletak di sisi
timur Kabupaten Gunungkidul. Menaungi 11 dusun,aD@snjong memiliki batas wilayah

geografis :
» Sebelah utara : Desa Genjahan dan Desa Sumbergiri.
* Sebelahtimur : Desa Sumbergiri dan Desa KaramgnAs

» Sebelah selatan : Desa Sidorejo dan Desa Bedoyo.

« Sebelah barat : Desa Sidorejo.

Desa Ponjong mempunyai luas wilayah 628,7 Ha dampha60 persen
merupakan kawasan fungsi lindung, yaitu tanah pemalahan basah (sawah), tanah
pertanian lahan kering, dan kawasan Sumber MataPaimjong. Sedangakan 40%
merupakan kawasan budidaya atau pengembangan; wadi area permukiman, area
perikanan dan peternakan, area komersil (perdagardgn jasa), fasilitas umum
(perantoran, fasilitas pendidikan, kesehatan, ténf@dah, dan balai dusun) serta area
industri rumah tangga.

Desa Ponjong mempunyai daya dukung untuk berkemligerguk lahan wilayah
Desa Ponjong secara umum berupa dataran yang aebégcilnya bergelombang.
Bentang lahan dari utara ke selatan yang melipatiarh pertanian lahan kering,
persawahan dan permukiman berselang-seling. Kodéisa yang subur dan suplai air
yang melimpah membuat petani desa termasuk medgsfi unggulan di Gunungkidul
dalam produktivitas padi. Setidaknya ada tiga kalnen padi dalam satu tahun karena
ketersediaan air dan sistem irigasi yang baik dilvan desa lain (Pemerintah Desa
Ponjong, 2010).

2. Potens Sosial Ekonomi Desa
Potensi unggulan Desa Ponjong ada pada sektor n@ertaekonomi, dan
pariwisata. Di sektor ekonomi, Desa Ponjong mempulahan yang produktif baik untuk

pertanian lahan basah maupun lahan kering, perghasi air tawar, produk-produk
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industri rumah tangga, dan pusat pedagang pengesillpertanian. Di bidang pariwisata,
adanya Gunung Kendil, merupakan embrio untuk atieatavdi Desa Ponjong. Selain itu
sumber daya alam yang berupa sumber mata air SuRdmgong dan suasana alam
pedesaan yang masih terlihat hijau, akan menjagh darik dan dapat dijadikan obyek
daya tarik wisata.

Mata pencaharian penduduk yang dominan di DesaoRgnadalah pertanian.
Lahan pertanian pada umumnya dimanfaatkan untukap@han dan hutan rakyat, serta
lahan pertanian kering. Hasil pertanian yang bexdimdi Desa Ponjong berupa padi,
jagung, kedelai, kacang tanah. Limbah peternakamsyanakat seyogyanya mampu
mendukung pembangunan sektor pertanian sebagak piapupestisida jika limbah-limbah
pertanian dapat diolah menjadi pakan ternak. Namantana kegiatan pengembangan
keterampilan pengolahan pakan ternak yang hampélusenuncul saat musyawarah
perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) feioam terealisasi (Hasil diskusi
dengan Gapoktan, November 2015).

Keberadaan sumber mata air di Desa Ponjong dapaanfatkan untuk
pengembangan kegiatan ekonomi di bidang perikarddmapolitan yang pernah
dikembangkan di tiga kawasan dengan budidaya bateildan tawar lainnya tidak berhasil
karena analisis pemasaran yang kurang tepat. Setéénsi perikanan, limpahan air di
Desa Ponjong dapat dimanfaatkan untuk pengembangmma pengemasan air minum.
Usaha tersebut selain mengoptimalkan sumber dam, guga mampu menyediakan
lapangan kerja baru bagi masyarakat usia produktif.

Organisasi sosial kemasyarakat di Desa Ponjongt torewarnai dinamika
kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat daé&organisasi di tingkat desa menjadi
modal sosial yang mampu memperkuat potensi fistad®odal sosial di Desa Ponjong
dapat disaksikan dari proses interaksi antar makgarmaupun masyarakat dengan
pemerintah desa, yang melahirkan ikatan emosioealipla kepercayaan, hubungan-
hubungan timbal balik, jaringan-jaringan sosiallaimilai dan norma-norma yang
membentuk struktur tersendiri yang dipercaya olelsyarakat Desa Ponjang

Kehadiran hal baru di Desa Ponjong tidak demikiamlam dipercaya. Masyarakat
masih menjaga nilai-nilai lokal dan kepercayaan apauhak-pihak tertentu. Untuk
menerima sebuah kepercayaan sangat dipengaruhitokeiih masyarakat dan tokoh

agama.
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“Hal-hal yang bersifat adat dan lokal menjadi lebih dihargai. Desa berwenang
untuk memiliki pranata adat yang merupakan kesepakatan bersama
masyarakat.” (Wawancara dengan Penjabat Kepala Desa Ponjong, Ntk
Bambang Wacana, April 2015).

B. DESA BLEBERAN
1. Profil Desa

Desa Bleberan merupakan salah satu dari 13 Desdagah Kecamatan Playen
Kabupaten Gunungkidul yang berada di sektor b&atara keseluruhan, Desa Bleberan
memiliki luas 16.262.170 Ha yang terdiri dari tarsawah tadah hujan seluas 49.3000 Ha,
sawah irigasi seluas 15.0000 Ha, dan tegalan séBa2170 Ha dan tersebar di 11 dusun.
Batas wilayah geografis Desa Bleberan adalah:

» Sebelah utara : Desa Getas dan Desa Dengok.

* Sebelahtimur : Desa Dengok dan Desa Plembutan.

» Sebelah selatan : Wilayah Kehutanan, RPH Karangmojo

» Sebelah barat : Desa Banyusoca dan wilayah Kehutana

90 persen wilayah Desa Bleberan merupakan daetahdipat dijumpai di tujuh
dusun dan 10 persen tanah berbukit yang terdapgajaddusun. Jenis tanah pertaniannya
beragam yang didominasi oleh tanah margalit, sgairggtiap musim kemarau lapisan
tanah mengalami retak-retak atau lebih dikételb” lebar dan panjangtélo” tersebut
besarnya berkorelasi negatif dengan tingkat keléaubadan kandungan bahan organik
yangterdapat di wilayah desa bagian tengah ke timuersepusun Peron, Tanjung |, Tanjung
II, Bleberan, Sawahan, dan Srikoyo. Sedang di ahayagian tengah sebelah utara tanahnya
berkapur. Untuk wilyah barat seperti Dusun MenggokaMenggoran IlI, dan Ngrancang
cenderung bertanah merah.

Pembangunan wilayah Desa Bleberan berlandaskan pgetlanbuhan ekonomi
jangka panjang yaitu agar pemenuhan kebutuhan dankipan sandang, pangan dan
papan bagi masyarakat desa dan penyediaan lapkagafmmata pencaharian masyarakat
melalui optimalisasi sumber daya yang dirancangardalsistem agribisnis dan
mengandalkan sumberdaya lahan dan alam yang addiKwilayah desa yang beragam
menyimpan banyak potensi untuk pengembangan ekondemi sektor pertanian,

pariwisata, dan budaya (dalam Pemerintah Desa &lep2014).
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2. Potens Sosial Ekonomi Desa

Perekonomian Desa Bleberan sebagian besar ditoglahgaktivitas pertanian,
disusul sektor peternakan dan pariwisata. Dua B¢sia Bleberan berbatasan langsung
dengan wilayah kehutanan telah mendorong terjadintkgrjasama dengan Dinas
Kehutanan Kabupaten Gunungkidul untuk PengelolaatarH Kemasyarakatan. Kerja
sama yang sifatnya non formal berupa PengelolagarHBersama Masyarakat cukup
mendongkrak pendapatan masyarakat dalam mendutuasgsbada pangan. Pengelolaan
dengan mendukung sektor pertanian antara lainjbartuneningkatkan komoditas jagung,
kedelai, padi, ketela serta holtikultura seperibe; kacang panjang, ketimun, dan terong.
Namun kendala besar dalam pengembangan sektonipertadalah kepemilikan lahan
petani yang rata-rata hanya memiliki lahan 0,25Ha/

Ketersediaan empat sumber air bawah tanah dendanaiieyang cukup besar
menjadi potensi sumber daya alam yang sangat mandukegiatan sosial dan ekonomi
masyarakat Desa Bleberan.

* Sumber mata air Jambe saat ini dikelola Badan UB#lia Desa (BUMDes)

untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakah tdjtsun yang tinggal di
bagian timur dan tengah.

e Sumber mata air Dong Poh dimanfaatkan untuk kélautuair bersih
masyarakat Dusun Menggoran. Berbekal fasilitas @otigtrik yang dikelola
kelompok masyarakat setempat, air dari Dong Poh pnammemenuhi
kebutuhan air bersih untuk 350 Kepala Keluarga.

* Sumber mata air Ngandong banyak digunakan masyatalsain Menggoran
untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Selain itudair sumber ini dialirkan
juga untuk kebutuhan air bersih di sekitar Gua Ragdencono.

 Sumber mata air Ngumbul belum dimanfaatkan secgpéimal oleh
masyarakat Desa Bleberan. Selama ini air dari Nglimébih banyak
digunakan untuk irigasi areal persawahan seluabl2%li sekitar Sri Gethuk
(dalam Pemerintah Desa Bleberan, 2014).

Desa Bleberan menyimpan potensi alam yang sangsar bentuk dapat
dimanfaatkan sebagai pembangunan sektor pariwidatiak hanya menyokong roda
perekonomian desa, obyek wisata yang terletak daMBdeberan telah berkontribusi besar
dalam menyokong pendapatan asli daerah (PAD) Kabopgaunungkidul sekitar Rp 60
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juta setiap tahun sejak 2012 (Sidik, 2015). GuacRag Kencana, air terjun Sri Gethuk,
Gua Song Oya dan Gua Cabak, serta Bendung Tanjemgpakan potensi alam Desa
Bleberan yang sudah populer.

Selain potensi alam, Desa Bleberan memiliki poteasnber daya manusia dan
organisasi kemasyarakatan yang menggerakkan diaasosio kultural di Desa Bleberan.
PKK, Gapoktan, Karang Taruna merupakan tiga organisemasyarakatan yang terlibat
secara aktif dan partisipatif dalam perencanaanbpagunan desa. Di Desa Bleberan
bahkan sudah mengkampanyekan “Desa Ramah Anaketampuan.” Masyarakat mulai
sadar jika kelompok perempuan yang mayoritas temggldalam PKK Desa memiliki
semangat untuk dapat aktif terlibat secara langslalgm perencanaan dan pengambilan
kebijakan di desa. Semangat ini yang harus ditgnglesa dan perlunya dorongan pihak
luar terbuka jalan bagi perempuan terlibat dalangdraknya roda kemasyarakatan. Tidak
hanya kelompok perempuan yang menunjukkan geliatieyapi sebagian generasi muda
Desa Bleberan telah menyadari kebutuhan regeretesii.

“Banyak peluang bagi anak muda yang mau (tidak malu) bertani. Regenerasi

petani ini cukup menentukan masa depan pertanian desa. Petani muda

memang perlu lebih banyak didampingi, dipahamkan, dan dibekali teknik
pertanian yang baik. Tentu juga penting dukungan penuh kelompok tani yang

sudah senior.” (Wawancara dengan pegiat Taruna Tani Desa Blebsoember
2015).

Mengkaji potensi fisik dan non fisik di Desa Bledyer nampak jika masyarakat
Desa Bleberan memiliki dorongan untuk mencari jaamabdan menyelesaikan
kompleksitas berbagai permasalahan bersama. Reltsi masyarakat tentu bukan tanpa
konflik. Namun secara internal masyarakat memitlkirongan perubahan yang cepat
dalam kehidupan bermasyarakat, menumbuhkan kesadataktif untuk memperbaiki
kualitas hidup, dan mencari peluang yang dapat mfi@madkan untuk kesejahteraan. Hal ini
terbangun oleh adanya rasa saling mempercayai,skdtas, tindakan proaktif, dan
hubungan internal-eksternal dalam membangun jamirsgssial didukung oleh semangat
kebajikan untuk saling menguntungkan sebagai r&fl&kekuatan masyarakat (Inayah,
2012).
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C. DESA SUMBERMULYO
1. Profil Desa

Desa Sumbermulyo merupakan salah satu desa di k¢manBambanglipuro,
berada di sisi selatan Kabupaten Bantul. Lahan siesas 819.932 Ha menaungi 16 dusun
dengan karakteristik utama sebagai kawasan agiaiss wilayah Desa Sumbermulyo
adalah:

» Sebelah utara : Desa Palbapang dan Desa Trirenggo.

* Sebelah timur : Desa Patalan.

» Sebelah selatan : Desa Mulyodadi.

» Sebelah barat : Desa Gilangharjo.

Desa Sumbermulyo merupakan salah satu desa di KHesu@Bantul yang
terdampak cukup parah pada gempa bumi tahun 2086pH 90 persen bangunan
pemukiman, perkantoran, rumah ibadah, dan fasiitadik lainnya hancur. Namun Desa
Sumbermulyo tidak membutuhkan waktu lama untuk déeah. Kekuatan masyarakat
menjadi penopang utama bangkitnya kembali kehidupadesa Sumbermulyo. Bahkan
Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan Desa Suruly@rmebagai kawasan cepat
tumbuh pasca gempa 2006 berdasarkan karakteristilg ytertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bgiamerintah Desa
Sumbermulyo, 2015).

Tujuan pembangunan Desa Sumbermulyo 2013-2018 tikimratkan pada
aspek peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapaayarakat, serta pengelolaan
lingkungan dan pemanfaatan potensi yang berwawksistarian. Dari tujuan tersebut
Desa Sumbermulyo menggerakkan masyarakat dan miepdrsuasi dalam pelaksanaan
dan realisasi perencanaan pembangunan. Sebagayatesanemiliki predikat Des&ood
Governance Nasional 2011, Desa Sumbermulyo berupaya mengegkaanstrategi
pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, k&sehekonomi, keamanan dan
ketertiban, partisipasi, pemerintahan, dan kelembaglesa.

2. Potens Sosial Ekonomi Desa
Desa Sumbermulyo adalah wilayah agraris yang didgkudengan
berkembangnya peternakan, perikanan, dan perkebutigm5 Ha area persawahan

merupakan yang terluas di Kabupaten Bantul mengadiiesa Sumbermulyo mengalami
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surplus di setiap masa panen (www.bantulkab.g@id#432198.html - 13 November

2014. Hal ini turut didukung dengan pembangunan embyargy bertujuan untuk irigasi
pertanian, mulai berkembang menjadi lokasi wismaKeberadaan “Embung Merdeka”
yang menjadi kebanggaan Desa Sumbermulyo masih otehian tata kelola yang lebih
profesional agar kemanfaatannya lebih dapat dieasalbleh masyarakat Desa
Sumbermulyo dan di sekitarnya.

Selain padi, kelapa dan pisang menjadi andalan analsgt yang memiliki nilai
ekonomi. Namun sayangnya kedua jenis hasil kebtseliat masih diperjual-belikan
dalam keadaan mentah. Panenan pisang dan kelapapg@kjualannya diolah akan
menambah nilai jual. Namun sayang, potensi tersbblum dimanfaatkan dan dikelola
secara baik untuk menjadi perhatian di bidang pemadan usaha desa. (Hasil diskusi
dengan PKK Desa Sumbermulyo, November 2015).

Tanah kas desa menjadi potensi besar bagi perekanddesa Sumbermulyo.
Sebagian besar tanah kas desa disewakan untuk tiaf@man tebu milik PT Madubaru
(Pabrik Gula Madukismo) dan sebagian diperuntuldetragai kawasan perdagangan dan
jasa di Kecamatan Bambanglipuro. Berdirinya lemHag®aga keuangan makro dan
mikro berandil pada pembangunan perekonomian masytar dengan memfasilitasi
penyediaan modal usaha bagi kegiatan ekonomi ptibdolaupun sektor informal.
Organisasi masyarakat yang terbentuk secara maddmi swadaya hadir mewarnai
dinamika bermasyarakat. Salah satunya adalah kelordgabel yang terbentuk pasca
gempa bumi 2006 tidak berpangku tangan dalam #ksivkemasyarakatan. Kegiatan
perbengkelan, produksi abon, keripik pisang damgksing dilakukan dengan teknologi
sederhana dan berskala kecil. Kondisi fisik yandakutidak sempurna tetap mendorong
kelompok difabel bertahan hidup, bahkan menyedidepangan kerja bagi masyarakat
usia produktif.

Pulihnya kondisi Desa Sumbermulyo pasca gempa b2006 tidak dapat
dilepaskan dari peran lembaga-lembaga yang men&egedulian dalam proses
rehabilitasi dan rekonstruksi. Jaringan sosial yamdpangun secara internal maupun
eksternal masih terjaga berpengaruh pada dinaneike&yarakatan. Kelompok-kelompok
yag terbentuk secara mandiri dan swadaya mampuadiempdah bagi masyarakat berbagi
ide, usulan, dan keluhan agar dapat ditindaklamgleh pemegang kebijakan di tingkat

desa.Networking horizontaddi Desa Sumbermulyo sebagai mesin penggegakssroot
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governance Jejaring dapat berlangsung dengan baik karenakulid) oleh solidaritas

komunal yang masih cukup kuat, nilai praktis yangaghkan secara langsung, serta
kesediaan antar warga untuk bekerjasama (Pramugamd_atief, 2011). Keberagaman
dan kerukunan sosial, budaya, dan agama yang bedgmmenunjukkan jika solidaritas
komunal menjadi salah satu potensi dasar yang megapghi perkembangan dan

pembangunan di Desa Sumbermulyo.
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BAGIAN 111
ANALISISDATA DAN DISKUS

ANALISISDATA

Penelitian ini dilakukan di tiga desa, yaitu: PargpBleberan, dan Sumbermulyo,
yang terletak di Kabupaten Gunungkidul dan Barfdnelitian yang dilakukan mampu
menggali fenomena dinamika ekonomi dan Badan UB#lka Desa (BUMDes) di ketiga
desa tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan adanya kesamaan fersodierana di ketiga desa
tersebut mayoritas anak muda berusia produktifip@eyantau. Sumber daya manusia
yang ada adalah orang tua dan anak yang masih diidokngku sekolah. Pekerjaan
penduduk di ketiga desa tersebut mayoritas adelaggsi petani.

Untuk mewujudkan desa yang mandiri, pemerintah rmemd) setiap desa untuk
mendirikan BUMDes. Desa Ponjong, Desa Sumbermudgm, Desa Bleberan memiliki
BUMDes yang telah beroperasi. Yang patut disayamgktalah dari ketiga desa tersebut,
mayoritas partisipan yang diwawancarai mengatakdmvh belum ada dampak signifikan
dari keberadaan BUMDes terhadap peningkatan kesega@m masyarakat. Walaupun
selama BUMDes beroperasi telah memberikan Sisd Haaha (SHU) kepada Pemerintah
Desa, namun partisipan-partisipan penelitian ininyagakan bahwa masyarakat tidak
merasakan manfaat keberadaan BUMDes dari segi gkor®ecara rinci, dinamika

BUMDes akan dijelaskan dalam analisa tiap des&eni.

A. DESA PONJONG

Desa Ponjong memiliki BUMDes bernama Hanyukupi yeeigh berdiri dari tahun
2011. BUMDes ini mengelola pariwisata dengan asatgybernama Water Byur.
Hanyukupi mengklaim mampu mendatangkan wisatawabDdga Ponjong, menggerakan
ekonomi, dan menyerap tenaga kerja. BUMDes jugaaméah Pendapatan Asli Desa
(PADes).

Berdasarkan wawancara, kekuatan BUMDes Hanyukupieda Ponjong adalah
sebagai berikut: 1) Pengelola BUMDes memiliki konkasi yang baik dengan Pemerintah
Desa. Komunikasi yang baik ini menunjang kelancaerasional BUMDes. 2) BUMDes

memiliki mekanisme akuntabilitas yang baik dimaraM®es melaporkan program kerja
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dan juga hasil usaha secara tertib setiap tahu@)y2alam setiap pengambilan keputusan,
BUMDes menggunakan mekanisme musyawarah yang rielibherbagai elemen seperti
Pemerintah Desa, BPD, PKK, Karang Taruna, dan tokwdsyarakat. Walaupun
menggunakan mekanisme musyawarah, BUMDes merupadanibaga independen,
sehingga untuk hal-hal tertentu dapat mengambilikesan secara mandiri. 4) Adanya
kerjasama dan simbiosis yang baik antara pengBldMDes dan Pemerintah Desa, saling

mendukung dan mempromosikan desa.

1. Manfaat BUMDES bagi Masyarakat

BUMDES telah melakukan beberapa kegiatan sosiaérsepemberian kambing
kepada warga tidak mampu, pemberian bea siswa &egpaak sekolah, dan menyediakan
kios bagi warga. Dari sisi pengelola menyatakarwaaBUMDes telah bermanfaat bagi
masyarakat, namun sebagian besar partisipan yakenhpengelola menyatakan bahwa
BUMDes tidak membawa manfaat dari sisi ekonomitisipan penelitian ini mengatakan
bahwa pengguna dari kios yang ada di Water Byulahdarang-orang yang berasal dari
luar Desa Ponjong. Ada pula yang mengatakan balemgguna kios adalah orang yang
berelasi dengan pengelola. Dalam hal sisi perekn#aaga kerja, partisipan menuturkan
adanya ketimpangan dimana warga sekitar tidak di#yakan sebagai karyawan
BUMDes. Banyak warga yang menganggap proses rekrukaryawan tidak transparan.

Omset dari BUMDes Hanyukupi kurang lebih 200 jutpiah per tahun. Pada tahun
2014 BUMDes Hanyukupi dapat memperoleh sisa hasdha (SHU) sebesar Rp
88.000.000,- yang merupakan hasil bersih dari us&tasil bersih dari BUMDes
dialokasikan sebesar 20% untuk Desa, BKM 20%, BUMP@%, kemudian Dusun 15%.
Jumlah yang cukup besar, namun ada beberapa pantisiang menyatakan bahwa
kontribusi BUMDes ke pedukuhan berkisar Rp.150.00Qper tahun. Hal ini perlu
diperdalam lagi karena menyangkut akuntabilitasi ddMDes dan kepercayaan
masyarakat kepada BUMDes. Beberapa partisipanjgagharapkan adanya peninjauan
kembali proporsi pembagian SHU, dimana Dusun yaegdntuhan langsung dengan
masyarakat hanya mendapat sedikit dari bagian $édilnya alokasi untuk pedukuhan
ini menjadi salah satu faktor penyebab masyaralddkt merasakan manfaat dari
keberadaan BUMDES.
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2. Permasalahan yang Dihadapi BUMDes

a. Komunikasi

Warga desa yang menjadi partisipan penelitian indal mengetahui
keberadaan dari BUMDes Hanyukupi. Mereka juga meamge adanya laporan
tahunan yang diberikan oleh pengelola BUMDes, namaneka mengatakan tidak
mengerti secara rinci terkait BUMDes seperti jundgkt, penghasilan, program kerja,
dan sebagainya. Permasalahan muncul dari ketidakp@h mereka tentang laporan
yang diberikan, sebagian lagi menyatakan bahwa kaeeeggan membaca laporan
yang dibuat oleh pengelola. Masalah komunikasi jogancul akibat rasa kecewa
masyarakat yang merasa pendapatnya tidak didenghékla oleh pengelola BUMDes
maupun Pemerintah Desa. Ada beberapa permasaladwag tydak ditanggapi,
terutama terkait akses jalan dari lokasi Water Big@rsawah mereka. Dari pihak
pemerintah desa menuturkan hambatan komunikagiigai muncul dari masyarakat

yang tidak berani bicara terbuka, hanya bersifegrigngan”.

b. Akses Masyarakat

Keberadaan BUMDes membuka lapangan kerja dan adsasomi untuk
warga. Permasalahan yang muncul terkait akses maksyaberdasarkan wawancara
partisipan pada penelitian ini adalah warga tidakhdapatkan cukup akses. Partisipan
menjelaskan bahwa BUMDes belum memberdayakan nastasekitar. Pekerja
BUMDes lebih banyak berasal dari luar desa. Ppdisijuga menuturkan tentang
kurangnya transparansi dalam hal perekrutan kanyawa

Warga sekitar juga mengalami kesulitan mendapatideses terkait sumber
daya, terutama air. Beberapa partisipan menyatdk@mva mereka mengalami
kesulitan air. Air untuk pertanian mengalami kekgan. Beberapa partisipan
mengatakan bahwa pengaturan air mengalami kekacddam pihak pengelola
mengatakan bahwa Water Byur menggunakan teknoégngga tidak mengganggu
ketersediaan air karena air yang digunakan adatayaag sama selama satu tahun,
namun hal ini masih perlu dikonfirmasi. Petani jugssulitan akses jalan menuju
sawah karena terhalang Water Byur. Mereka meminttu fkhusus untuk petani,

namun hal ini tidak pernah diwujudkan.
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Akses ekonomi yang lain adalah Kios di lokasi WaBsur. Kios tersebut
disewakan kepada masyarakat. Namun partisipan phmnelitian ini menuturkan

penyewa kios tersebut kebanyakan warga dari luaa Penjong.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

BUMDes telah memiliki mekanisme pelaporan rutinisggettahun. Laporan
tersebut dibuat tertulis dan diberikan kepada p@karkepentingan. Permasalahan
yang muncul adalah warga tidak mengerti tentankqsran, tidak membacanya, atau
tidak mengetahui apabila ada laporan tahunan.

Transparansi yang diminta oleh warga selain keuarsgtalah transparansi
perekrutan karyawan. Masyarakat meminta adanyassgeaansi proses perekrutan
karyawan. Selama ini masyarakat sekitar BUMDes sa@elmhwa BUMDes kurang
transparan pada proses perekrutan karyawan, ddel merekrut warga sekitar
sebagai karyawan.

d. Kapasitas Manajerial

Permasalahan dalam kapasitas manajerial terungkapengelola BUMDes
serta Pemerintah Desa. Kelemahan utama baik daMEES dan Pemerintah Desa
adalah dalam hal administrasi/inventaris dan jugaakgan. Pencatatan keuangan
belum menggunakan standar akuntansi (SAK ETAP ndataAkuntansi Keuangan
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik-bukan perusahgarg listing di bursa efek).

Dari hasil wawancara tampak juga kebutuhan untuking&atan kapasitas
pengelola dalam hal manajemen pemasaran, SDM, ttate@. Pengelola juga
membutuhkan peningkatan kapasitas dalam hal perggegah inovasi serta

profesionalisme.

e. Infrastruktur, Kebersihan, dan Optimalisasi Sarana

BUMDes masih belum optimal dalam memanfaatkan sassmta aset yang
ada. Keluhan masyarakat utamanya pada bangunanoggaeg tidak difungsikan dan
diberi penerangan. Gazaebo tersebut menimbulkaalamsosial karena digunakan
sebagai tempat anak-anak muda nongkrong ataupbodienaksiat.
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BUMDes juga membutuhkan dukungan infrastruktur parperbaikan jalan
yang menuju lokasi. Jalan tersebut akan mendukenmparan dari BUMDes.

BUMDes juga perlu meningkatkan kebersihan, makaitiainfrastruktur serta
sistem pengelolaan sampah perlu disusun. Selamsampah dari BUMDes tidak

dikelola, sampah-sampah tersebut hanya dikumpukardibakar.

f. Akses terhadap air

Air merupakan isu penting yang diutarakan sebadpesar partisipan. Air
menjadi isu penting yang sempat menimbulkan kon#iktara masyarakat dan
BUMDes. Warga merasa kekurangan air untuk pengaaamah mereka.

g. Legal Standing

Permasalahan terkait legal standing adalah bellanyadperaturan desa yang
mengukuhkan keberadaan BUMDes. BUMDes juga belumihke akta notaris.

Potensi Desa

Desa Ponjong memiliki beberapa potensi yang dajgatrdbangkan. Potensi tersebut
antara lain :

a. Potensi wisata gunung kendil dan wisata religi €zgr

b. Potensi pertanian dan peternakan, termasuk juggof@ran limbah dari ternak

dan pertanian;

c. Potensi kerajinan batu alam;

d. Potensi perajin tempe, emping, batako;

e. Potensi perkebunan dan wisata pertanian;

f. Pertanian sayur untuk memanfaatkan lahan kering; da

g. Potensi air yang dapat digunakan sebagai sumbbkewih (PAM Desa)

Harapan M asyar akat

a. Masyarakat berharap dibangunnya suatu lembaga ganatalam bentuk koperasi
atau bank desa, untuk membantu keuangan wargaddasaenghindarkan warga
dari bankplecit (rentenir).
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b. Keberadaan lembaga koperasi sangat dibutuhkan amtwkadahi kebutuhan petani
dan peternak seperti penyediaan bibit, pupuk, p&iaak, dll.

c. Masyarakat mengharapkan BUMDes meninjau ulang psop@embagian
keuntungan yang dialokasikan untuk pedukuhan, kademnlai terlalu kecil.

d. Masyarakat mengharapkan BUMDes memberdayakan dampekerjakan warga
sekitar BUMDes.

e. Adanya sentral penjualan produk asli Desa Ponjbail, itu berbentulshow room
ataupun pasar.

f. Pengelola BUMDes diharapkan profesional dan menkbpasitas, karena selama
ini pengelola BUMDes didominasi oleh pensiunan PNS.

B. DESA BLEBERAN

Desa Bleberan memiliki BUMDes yang bernama BUMDeg&era yang berdiri
pada tahun 2003. BUMDes Sejahtera sudah mentddal standingbaik dalam bentuk
akta notaris maupun peraturan desa yang mempeielzradannyaBUMDes ini
memiliki usaha di bidang penyediaan air bersihjwiaata, dan koperasi simpan pinjam.
Untuk usaha air bersih dan pariwisata, BUMDes Sefahmemiliki omset sekitar 1,3
Miliar rupiah dalam satu tahunnya. Investasi avealdgrian BUMDes berkisar 7-10 Miliar
rupiah. Pengelola BUMDes selalu membuat laporaartah.

Dengan modal yang besar tersebut, BUMDes Sejahtergyumbang PADes yang
cukup besar kepada desa. Jumlah PADes yang disgkdrakke desa pada tahun 2013
sebanyak Rp 64.000.000,- yang merupakan 25% dba BUMDes. Setiap dusun
menerima kurang lebih Rp 6.000.000,- per tahun.lalungang dapat dikatakan cukup
besar. Namun hasil penelitian ini menemukan habyeenarik dimana sebagian besar
partisipan penelitian menyatakan bahwa keberadadiM@®es ini belum membawa

peningkatan kesejahteraan bagi warga desa Bleberan.

1. Manfaat BUMDesbagi Masyar akat

BUMDes Sejahtera memiliki tiga unit usaha, yait@&npedia air bersih, koperasi
simpan pinjam, dan pariwisata Gua Rancang dan Anul Sri Gethuk. Hasil usaha
BUMDes cukup besar terutama dari unit usaha paataid?ADes yang diperoleh dari laba

BUMDes dialokasikan ke desa dan dusun-dusun. SElaDes, BUMDes Sejahtera juga
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membawa manfaat bagi masyarakat dalam hal ketaesedair bersih. Pengelola
BUMDES menyatakan bahwa adanya usaha ini dapat engmytenaga kerja sebanyak
87% dari warga desa. BUMDes juga mendukung kegieegompok seperti ibu-ibu PKK

dan Karang Taruna dengan memberikan dana sponsdt kegiatan mereka. BUMDes
Sejahtera pun melakukan kegiatan sosial melaluibpeian santunan dan rehabilitasi
rumah warga miskin.

Hasil PADes yang besar ternyata masih belum dagatainpak pada kesejahteraan
masyarakat. Hal ini terungkap dari hasil wawandeepada beberapa partisipan yang
menyatakan bahwa keberadaan BUMDes tidak membawagk@tan kesejahteraan.
Mereka mengatakan bahwa hasil BUMDes masuk ke &sa dan tidak ada yang secara
langsung dinikmati oleh warga. Beberapa partisipeamgungkapkan bahwa pernah ada
ketidakharmonisan dengan pengelola BUMDes sebelansghingga dusun mereka tidak
menikmati hasil BUMDes. Kelompok tani juga belunrnah mendapatkan bantuan yang
berasal dari BUMDes.

2. Permasalahan yang Dihadapi BUM Des
a. Kualitas Pelayanan PAB

Partisipan dalam penelitian ini menuturkan bahwaekadaan unit usaha
Pelayanan Air Bersih (PAB) sangat bermanfaat baghidupan warga. PAB
membantu warga menghemat pengeluaran untuk memibdlersih. Hanya saja unit
pelayanan ini belum dapat memuaskan pelanggan. glaebabesar partisipan
mengeluhkan ketidaklancaran pasokan air ke rumaiainuwarga. Air seringkali
mengalir hanya dua hari sekali. Warga mengharapkimya peningkatan kualitas

pelayanan penyediaan air bersih.

b. Infrastruktur BUMDES
Beberapa infrastruktur masih sangat dibutuhkan kunpengembangan

BUMDES. Infrastruktur yang dibutuhkan berupa jataanuju lokasi pariwisata yang
sempit dan rusak, penerangan, penataan kios, darppmpa air sehingga pasokan air
dapat terjamin. Partisipan juga mengeluhkan penadridesa yang mereka nilai tidak
peduli akan kebutuhan infrastruktur.
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c. Macetnya Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam yang ada di Desa Bleberdaktiberjalan lancar.
Koperasi memiliki piutang macet yang cukup besaral Hni disebabkan
ketidakdisiplinan anggota dalam membayar angsukaiperasi ini membutuhkan

suntikan modal untuk dapat berjalan kembali.

d. Kapasitas Manajerial Pengelola

Pengelola BUMDES membutuhkan penambahan kapasitamajarial,
terutama dalam bidang keuangan. Pencatatan yaalgikddn masih sederhana. Hal ini
sangat penting terkait dengan besarnya nilai aseset, dan juga akuntabilitas.
Pengelola juga memerlukan penguatan di bidang pelage SDM dan juga
pemasaran. Kemampuan manajemen strategi juga HKarnudalam pengelolaan
BUMDes.

e. Komunikasi

Sebagian besar warga mengetahui keberadaan BUM&ast&a, hanya saja
mereka tidak memahami secara detail. Warga tidakmpaentang pengelolaan, aset,
hasil, dan kegiatan dari BUMDes.

f. Transparansi dan Kepercayaan Warga

Partisipan penelitian menuturkan perlunya trangparéerutama dalam hal
pengelolaan BUMDes. Buruknya pelayanan PAB memivaagja tidak mempercayai
kapabilitas pengelola, sehingga mereka menuntutyadaengelolaan yang transparan.
Buruknya kualitas pelayanan ini sangat mempengatingkat kepercayaan warga
terhadap kemampuan pengelola BUMDes.

Warga juga meminta adanya transparansi terkait rigara BUMDes serta
sosialisasi terkait kegiatan BUMDes. Partisipan nmtgrkan adanya ketidakpastian
nilai keuntungan dari BUMDes. Partisipan juga memrgiaki adanya pembagian
keuntungan dengan penghitungan yang jelas bagpsetidukuhan.
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g. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelola BUMDes yang menjadi partisipan dalam I[gereini mengatakan
bahwa ada keperluan untuk meningkatkan kualitas Siak BUMDes. Diperlukan
pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan tasaBDM dan menumbuhkan

jiwa kewirausahaan.

h. Kecemburuan Sosial

Partisipan dalam penelitian ini menjabarkan belksefagtor yang mendorong
munculnya kecemburuan sosial. Faktor-faktor tersadalah: 1) Penyerapan tenaga
kerja yang tidak merata. Beberapa partisipan mekgat bahwa tenaga kerja yang
terserap belum merata untuk setiap dusun; dan @aal dana yang tidak merata.
Hasil dari BUMDes pada mulanya diprioritaskan uniddsun Menggoran, namun
saat ini setiap dusun mendapatkan kompensasi Sehgggya menghilangkan

kecemburuan sosial.

Potensi desa

Desa Bleberan memiliki beberapa potensi yang ddigatnbangkan. Potensi tersebut

antara lain:

a. Potensi hasil kerajinan;

b. Potensi pariwisata yang terpadu dengan pertanian;

c. Potensi air yang dapat dikembangkan menjadi PAMaBesg lebih profesional,
dan

d. Kawasan wisata dan perdagangan.

Harapan masyar akat

a. Masyarakat mengharapkan adanya pengembangan kiapesas

b. Pengembangan desa wisata dapat terpadu denganmembaa sektor pertanian.

c. Peningkatan kualitas jasa pelayanan BUMDes khusupagla unit usaha Penyedia
Air Bersih (PAB).

d. Untuk mendukung pembangunan sektor pertanian, ddsingun Bank Tani Desa.

e. Keberadaan BUMDes mampu menyediakan lapangan lk&gjavarga sekitar.
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f. Peningkatan kapasitas warga desa dalam hal besaimauPerlunya pendampingan
bagi wirausaha mulai dari hulu ke hilir. Dari tahppoduksi sampai dengan

pemasaran produk.

C. DESA SUMBERMULYO

Desa Sumbermulyo memiliki BUMDes yang bernama Sumbbo Mandiri.
BUMDes ini baru berdiri pada tahun 2014. Sumbermulandiri mengelola usaha
bernama Embung Merdeka. Keberadaan Embung ini telahsejak tahun 2013 sebelum
adanya BUMDes. BUMDes Sumbermulyo Mandiri belum rberikan hasil usaha dan
berkontribusi kepada PADes karena masih dalam tgbemtisan, sehingga masih
membutuhkan modal investasi untuk pengembangannya.

Secara finansial, Embung Merdeka belum memberikamfaat kepada masyarakat,
namun dari sisi pertanian, embung bermanfaat uptrgairan sawah dan mengurangi
konflik karena air. Embung ini juga berguna untu&gnyediaan air bersih dan juga
mengurangi hama tikus. Pada awalnya embung iniahdalilik bersama dari warga
Sumbermulyo. Warga bebas dan leluasa dalam meageolbung, namun setelah
dijadikan aset BUMDes, pengelolaan Embung Merdekada di tangan Pemerintah Desa.
Keputusan terkait penggunaan embung sangat tergaképutusan dari Pemerintah Desa.

1. Manfaat BUMDES bagi Masyarakat

Semua partisipan yang diwawancara dalam penelitran menuturkan bahwa
BUMDES Sumbermulyo Mandiri belum memberikan manfagata kepada masyarakat,
terutama jika dikaitkan dengan kesejahteraan. iHaldikarenakan BUMDes tersebut
belum memiliki keuntungan. Warga mengatakan beldanga fasilitas dari BUMDes
yang mendukung kesejahteraan warga, BUMDes beluan pmhghasilan yang dapat
digunakan untuk memberi dana pada kegiatan yaagukin masyarakat.

Beberapa partisipan menuturkan bahwa BUMDes belerménfaat bagi masyarakat
dikarenakan hanya sedikit warga sekitar yang merkad/awan BUMDes. Mayoritas
karyawan BUMDes berasal dari Dusun Gunungan. Pelag@UMDes juga sebagian
besar adalah PNS yang memamgpksinyaadalah pamong BUMDes.
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2. Permasalahan yang Dihadapi BUMDes
a. Konflik Kebutuhan Air

Air merupakan komoditi penting bagi pertanian maugmbung Merdeka.
Namun terjadi konflik akibat embung yang menahan jastru dijadikan kolam
pemancingan, padahal di sisi lain petani membutuldkia untuk mengairi sawah.
Pernah pula terjadi konflik dimana pintu air di amb dibuka tanpa sepengetahuan

pengelola sehingga BUMDes mengalami kerugian.

b. Pengembangan Kapasitas Manajerial BUMDes

BUMDES membutuhkan pengembangan kapasitas manajebagi
pengelolanya. Pengelola BUMDes membutuhkan pengatatentang perencanaan,
pengembangan produk, pemasaran, pengelolaan SDMcatatan keuangan sesuai

standar akuntansi, dan mencari investor.

c. Finansial

BUMDes Sumbermulyo baru berdiri pada tahun 2014ka18umbermulyo
Mandiri membutuhkan dana investasi untuk mengenkamngisaha. Ada beberapa
potensi dan perbaikan yang perlu dilakukan, sepenighijauan di lokasi embung.
Kios-kios yang berada di lokasi juga belum terkeldéngan baik.

d. Pelibatan warga berkebutuhan Khusus

Ada kurang lebih 45 warga difabel yang berdomidilidesa Sumbermulyo.
Warga berkebutuhan khusus ini tidak mengetahui ywlaBUMDes serta tidak
dilibatkan.

e. Legal Standing

BUMDes di Desa Sumbermulyo telah memiliki payunggpgran desa. Namun
dari peraturan desa tersebut belum mengakomodgsit&e-kegiatan usaha yang ada

di desa untuk bernaung dibawah BUMDes.

f. Lokasi dan ketersediaan lahan

Lokasi Embung Merdeka tidak strategis dan lahamy yarsedia juga sempit.
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g. Sumber Saya Manusia (SDM)

Pengelola BUMDes sebagian adalah PNS dan yangykinremiliki profesi
lain seperti petani, guru, dsb. Hal ini menyebabkarambatnya pengembangan
BUMDes karenakan semua pengelola adalah pekerjahpavaktu BUMDes
(sambilan). Belum ada yang secara profesional fokatam mengelola dan

mengembangkan BUMDES.

h. Komunikasi

Warga yang menjadi partisipan dalam penelitiars@mua mengetahui tentang
keberadaan BUMDes, tetapi tidak memahami dan mersgmara detail apa saja yang
menjadi program kerja BUMDes. Warga tidak pahantatem pengelolaan, aset, hasil,
dan kegiatan BUMDes.

i. Sense of Belonging

Ketidaktahuan warga menyebabkan kurangnya rasa likienterhadap
BUMDes. Warga hanya tahu tentang kegiatan pembuatun, tetapi tidak
mengetahui kegiatan lainnya. Sedangkan dari pilesiggiola BUMDes menuturkan
tidak adanya kepedulian warga terhadap BUMDes. Dengatakan tidak adanya

kesadaran warga untuk menjaga dan memelihara ermberdgka.

J. Relasi BUMDES dan Pemerintah Desa
Pengambilan keputusan di BUMDes menggunakan mekanimusyawarah

dan rapat dengan pemangku kepentingan. HanyaPsajeerintah Desa lebih dominan
dalam pengambilan keputusan dibandingkan pengudMEBES. Seorang pengelola
menuturkan bahwa mereka mengikuti “apa kata dega’ sklam pengambilan

keputusan.

Potensi Desa
Desa Sumbermulyo memilki beberapa potensi yangtdipembangkan. Potensi
tersebut antara lain :

a. Potensi wisata candi dan religi;
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b. Potensi pertanian, peternakan, perikanan, perkebyarag dilakukan secara
terpadu;

c. Potensi wisata Gilangharjo; dan

d. Kegiatan UMKM

4. Harapan Masyarakat

a. Masyarakat berharap ada investor ataupun sumberdapaan untuk
mengembangkan potensi desa.

b. Adanya lembaga yang menunjang dan mengembangka&or gektanian, seperti
KUD yang perannya diaktifkan kembali.

c. Pengembangan pertanian terpadu untuk mengatasiaimdsssuburan tanah yang
menurun.

d. Mengembangkan pertanian organik dan pengolaharahmb

e. BUMDes diharapkan masuk ke sektor pertanian teraitav@njadi pengaman ketika
harga panen anjlok, tingginya harga pupuk, seltanga mendapatkan bibit.

DISKUSI

Keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubatiabidang ekonomi
dan sosial. Kontribusi BUMDes terutama dalam berfgkhdapatan Asli Desa, dimana
keuntungan bersih BUMDes dialokasikan untuk pemasuBesa. Keuntungan BUMDes
dialokasikan untuk beberapa pihak dengan prosentaisg berbeda. Berdasarkan hasil
analisis di atas, tampak bahwa alokasi keuntungan #&etiga BUMDes yang
diperuntukkan bagi pedukuhan mendapat prosentasepaling kecil. Hal ini berdampak
pada kecilnya alokasi keuntungan yang diterima aleBun, yang notabene berelasi
langsung dengan warga. Pendapat warga yang mengataghwa BUMDes tidak
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dapebatikan oleh kecilnya prosentase
yang diterima dusun-dusun. Selain itu, fasilitesliias yang diberikan oleh BUMDes
untuk digunakan warga, sebagian besar dapat diatailah sasaran. Pengguna sarana
dan prasarana BUMDes masih didominasi warga dan tlesa, ataupun warga yang
memiliki relasi dengan pengelola. Sedangkan makgadesa atau bahkan yang berada di
sekitar BUMDes tidak merasakan secara langsung aaargkonomis dari keberadaan
BUMDes.
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BUMDes dan Pemerintah Desa memiliki relasi yand, é&arena Pemerintah Desa
menjadi pengawas dari kegiatan yang dilakukan BUMD&alam pengambilan keputusan,
BUMDes menggunakan mekanisme musyawarah dan Pd¢atefdesa adalah pemangku
kepentingan utama yang terlibat dalam musyawanraketiat. Hal yang menjadi tantangan
bagi BUMDes dan Pemerintah Desa adalah menjagaindesegan relasi, dimana
dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya patbindari. Komunikasi dan sosialisasi
menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Berdasarkasilhaawancara dengan partisipan,
diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masdndsuersosialisasi terkait kegiatan
dan pelaporan kinerja yang dilakukan BUMDes. Hamenyebabkan munculnya tuntutan
masyarakat pada transparansi dan akuntabilitassp@agn BUMDes.

Permasalahan lain yang muncul pada ketiga BUMDseglet adalah akses warga
untuk mendapatkan air. Ketiga BUMDes yang beradBeatia Ponjong, Desa Bleberan,
dan Desa Sumbermulyo memilikionflict of interestdengan para petani, dimana air
menjadi sumber konflik. Dari hasil analisis tampb&ghwa BUMDes masih kurang
mengakomodasi aksesibilitas kebutuhan pokok bigennian dalam hal ketersediaan air
irigasi dan juga alokasi dana untuk bidang pertania

Permasalahan yang sering mengemuka adalah perhmasg@arekrutan karyawan
BUMDes. Warga merasa bahwa BUMDes tidak memberdayakang-orang sekitar. Di
sisi lain, nampak adanya tuntutan profesionalisare warga kepada pengelola BUMDes.
Kedua hal ini akan memunculkan dilema pada tatalkeéBUMDes dimana BUMDes
dituntut bekerja profesional, di sisi lain harusng@komodasi tuntutan penyerapan tenaga
kerja lokal, dimana SDM Ilokal memiliki kapasitas nd&apabilitas yang terbatas.
Sedangkan dari sisi sosial, keberadaan BUMDes memlperubahan yang signifikan.
Perubahan tersebut tampak dari bergesernya semantigaterismemenjadi transaksional.
Berdasarkan hasil wawancara tampak bahwa pada yavatet BUMDes merupakan aset
publik yang digunakan secara bersama oleh warga 8ksnun setelah menjadi BUMDes
ada pembatasan akses bagi warga desa. Pengelotamn pada awalnya bersifat
paguyuban (sebagai contoh adanya KOPEL di DesaoRgnmulai bergeser ke bentuk
badan usaha, dimana profesionalisme menjadi ha yajib dilakukan. Pergeseran dari
pekerjaan yang bersifat sukarela dan gotong royongnjadi pekerjaan yang
mengharapkan adanya upah, atau paling tidak uaygp“eyup Tentu keberadaan

BUMDes ini akan menggeser dominasi nilai sosiagyada di komunitas tersebut.
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Temuan penting lainnya adalah tuntutan profesiemadi dari masyarakat bagi
pengelola BUMDes. Permasalahan tersebut munculn&afeampir sebagian besar
pengelola BUMDes adalah karyawan paruh waktu yaamifiki pekerjaan lain selain di
BUMDes dan belum ada aturan baku dalam pengelaeganisasi BUMDes. Akibatnya

aktivitas operasional BUMDes tidak berjalan optima

SOSIAL gDES/ PROFESIONAL

Gambar 1
Dualisme pengelolaan organisasi BUMDes

Di satu sisi, BUMDes yang merupakan sebuah badahauyang dibentuk oleh
masyarakat desa berdasar asas gotong royong darmetan. BUMDes dituntut agar
melayani kebutuhan seluruh masyarakat, membukasafaeg luas bagi keterlibatan
masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan. &edadigsisi yang lain ada desakan
dari masyarakat agar BUMDes dikelola secara profesiagar mendatangkan keuntungan
yang besar dan pengelolaan yang transparan. Uneéakapai besaran SHU maka kualitas
layanan jasa akan dipengaruhi profesionalitas pelag€SDM) yang kapabel secara
keilmuan dan pengalaman, serta mampu mengelolaisegh secara akuntabel.

Keadaan tersebut memaksa BUMDes dikelola secamgkdan@mbidextrouk
Robert Duncan (1976) menyebutkan jika sebuah osgandihadapkan pada keadaan yang
saling bertentangan pada saat bersamaan, pengedalaisasi harus memiliki ketangkasan
dalam mengakomodasi keberpihakan yang saling hhangan. Maka pengelola BUMDes
harus lebih terbuka dalam mengembangkan pola paageal yang bersifat sosial dan

profesional dalam waktu yang bersamaan.
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BAGIAN IV
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Desa Ponjong dan Desa Bleberan di Kabupaten Gurduigkserta Desa
Sumbermulyo di Kabupaten Bantul memiliki banyakemsi yang belum diolah. Potensi
yang paling menonjol adalah di bidang pertaniamagha lahan dan SDM tersedia di ketiga
desa tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalamimiat keterpaduan antara pertanian
dan potensi-potensi lain yang hendak dikembangkiam cdesa. BUMDes di Desa
Bleberan, Desa Ponjong, dan Desa Sumbermulyo nkerkdndisi yang berbeda yang
dipengaruhi oleh latar belakang pendirian dan karaknasyarakat. Ketiganya masih
membutuhkan analisis strategi untuk memunculkannggulan kompetitif. Pengelola
BUMDes, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga langyhendak melakukan
pendampingan, dan/atau perusahaan yang akan mafakiukestasi di desa, secara
bersama-sama perlu melakukan analisis rantai loisiti Hal ini bertujuan agar
pengelolaan ekonomi perdesaan terkelola dari hwdu hkir. Jika rantai distribusi
teridentifikasi maka roda perekonomian desa akaigebbek secara selaras dan secara
simultan ketiga desa model ini dapat mengembangkarakan Desa Wirausaheur@l
enterprises movement

Sebagai organisasi yang tumbuh dan berkembang d&ktmdupan sosial
masyarakat desa, BUMDes perlu mengembangkan diaéwgama masyarakat untuk
mendapatkan gambaran tentang pengelolaan orgaBsldDes yang profesional versi
masyarakat. Hal ini dapat pula mereduksi kesan yemgntuk bahwa ada unsur yang kuat
antara pengurus dan pengelola BUMDes dengan PedateriDesa. Keberlanjutan
(sustainability BUMDes sangat bergantung pada kemampuan pengelaaganisasi,
karena BUMDes berada dalam situasi yang membutulakabidextrous management
untuk menjadi organisasi bisnis sosial. Jika aspesial menjadi titik berat BUMDes,
maka perlu disadari jika prinsip gotong royong dkesukarelaan vplunteerism
membutuhkan komitmen yang kuat untuk mengikat pisiakk yang mengelola
BUMDes. Sedangkan jika BUMDes akan diarahkan memeghnisasi bisnis profesional,
mengakibatkan pola relasi yang transaksional dawlatenya rasa memilikisénse of

belonging pada modal sosial yang membentuk BUMDes.
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B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan, maka gmelitian ini memberikan

rekomendasi

yang diharapkan dapat

diimplementasikdeh pihak-pihak yang

berkepentingan dalam pengembangan BUMDes sebaghi bentuk bisnis sosial yang

berkelanjutan. Secara umum, rekomendasi yang dikawaadalah:

1. Perlunya pengembangan Desa Wirausaha, dimana dasgpummenggerakkan

perekonomian seluruh masyarakat dengan asas keairaan.

Desa bersama masyarakat, pengelola BUMDes, lempagdamping, dan/atau

investor mampu menciptakan keunggulan kompetit§agesehingga terciptane

village one productPenciptaan keunggulan kompetitif dari tiga desaleh harus

berdasar pada (a) diferensiasi hasil produksibi@a produksi rendahofv cosj;

dan (c) respons cepat pada perubahan dan kebuhdwasi.

Selain rekomendasi tersebut di atas, secara khdisagkan rekomendasi yang

dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak yang h@ekéingan dalam pengembangan

BUMDes dan perekonomian perdesaan dalam Tabelilubéri:

Tabel 3. Rekomendasi Implementatif untuk Pemangipetingan BUMDes

Pengurus dan Pengelola
BUMDes

Pemerintah Desa

Saemaul Globalization
Foundation (SGF) dan Yayass
Penabulu

Mengembangkan usaha yang

saling mendukung, terpadu, dantani untuk mengakomodasi

lestari Sustainablg

Membangun koperasi atau ban

pengembangan sektor pertanis

kMemfasilitasi penyusunan stud

kelayakan feasibility studydan
\rperencanaan usahaugsiness
plan) bagi BUMDes.

n

Optimalisasi aset BUMDes.

Memfasilitasi dan mediasi
komunikasi antara masyarakat
dengan pengurus dan pengelo
BUMDes.

Memfasilitasi BUMDes
mengembangkan akses jaringa

gpada investor.

AN

Memperbaiki proporsi
pembagian SHU, dimana
proporsi SHU untuk Dusun
lebih besar agar masyarakat

merasakan manfaat langsung.

Mengembangkan BUMDes
dengan melakukan
benchmarkingpada BUMDes
yang telah maju dan memiliki

bidang usaha yang sama.

Memfasilitasi pengembangan
kapasitas manajerial pengurus

dan pengelola BUMDes.
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Mengembangkan unit usaha
yang dapat diakses masyaraka
termasuk masyarakat marjinal
seperti kelompok difabel dan

remaja.

Mengembangkan SDM dan
tpotensi desa, sehingga tersedi

lapangan kerja bagi masyaraka

usia produktif untuk mengurang

urbanisasi.

Transfer pengetahuan dan
apengalaman pengembangan
itDesa Wirausaha yang sudah

jiberkembang di Korea Selatan.

Meningkatkan kapasitas
manajerial pengurus dan

pengelola BUMDes.

Melakukan midline researchdi

tahun ketiga pelaksana:
program darendline researcldli
akhir

fungsi kontrol dan evaluasi ati

masa program sebagai

intervensi yang dilakukan dli
Desa Ponjong, Desa Blebers

dan Desa Sumbermulyo.

Menyusun SOP pengelolaan

BUMDes sebagai standar

kualitas layanan jasa.

*kkkkkk
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TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DESA PONJONG KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONJONG,

¢ & bahwa pemberdaysan usaba ckonomi masysrakat pedessan merupakan

langkah stratogss dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan

b. hahwa dalam rangka memberdayakan usaha ekonomi masyarakat pedessan

periu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;

¢. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan

huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan usaha
miliki Desa, Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul;

1. Undang-Undang Nomor |5 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Dserah-

Daersh Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Jo Persturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Beriskunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor 12, 13, 14 Dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-dacrah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan dacrah Istimewa Yogyakarta (Berita Negama Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59).

2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Pereturan

Perundang-undangan (Lembaman Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebegaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 200 tentang Penetapan
mmmwwmsmm
Republik Indonesia Nomor 4548);

&.mmmnhhmmmm
Negara Republik Indonesia tabun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran

5. mmmnrmmmmm
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daersh (Lembaran Negara
WMTMMMI&TMMM
Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur

8. Peruturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tabun 2006 tentang Lembaran
Dacrsh dan Berita Daerah;

9. Peraturan Daecrsh Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 tshun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintshan Dess
{(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

10. Persturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Permusyawarstan Desa (Lembaran Dagrab
Kabupaten Gunungkidul tahun 2006 Nomeor 5 Seri E);

11, Perawran Dacrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 tshun 2006 tentang
Nomor 9 Seri E);

12. Peraturan Dacrah  Kabupaten Gunungkidul Nomor $ Tabun 2008 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Ussha Milik Desa; (Lembaran Dacmah
Kabupaten Guoungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri E);

13.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan Desa;

14.Peraturan Bupati Guoungkidul Nomor 24 Tahun 2008 temtang Pedoman

13 Peraturan Desa Pogjong Nomor § Tshun 2010 tentang Perubshan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010



Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONJONG

Dan
KEPALA DESA PONJONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
DESA, DESA PONJONG KFCAMATAN PONIONG KARUPATEN
GUNUNGKIDUL

BAB1
Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

I.

2.
3.
4

bl

Kepala Daerah adalak Bupati Gunungkidul,

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupates Gunungkidul,

6. Camat adalsh Kepals Kecematan,

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadst setempat yang diakui dan
kepentingan masyarskat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadaet
Republik Indonesia.

penyelenggaraan Pemerintah Desa.

10. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa

yang bersangkutan,

11. Badan Permusyawaratan Dess yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibust oieh BPD

bersama Kepala Desa.

B mmmmmmmw



Denhn?mmw;qmw
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Peraturan Kepala Desa. .
15. Badan Usaha Milik Dess yang selanjutnya discbut BUMDes adalsh Lembaga
Usaha yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat
mencan keuntungan,
IG,MMdeMADOMMMM
memuat terdin dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai
17. Anggarsn Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART sdalsh aturan tertulis
sebagai bentuk operasional yang lebih terinei dari aturan-aturan pokok dalam
anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan onganisasi.

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1) Dalam rangka meningkatian pendspatan masysrskst dan dess, Pemerintsh
Desa dapat mandirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
(2) BUMDes ssbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola
oleh Pemerintsh Desa dan Masyarakat.
) mmmmﬂmmmmm:

a. Bentuk badan hukum;

b. Maksud dan tujuan;

c. Organisasi dan kepengurusan;

d. Jenis ussha;

¢. Kewajiban dan hek;

f. Permodalan;

£ Bagi hasil usaha; dan

h. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban
BABIN

MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Maksud
Pasal 4

Pembentukan BUMDes dimasksudkan guna mendorong’ mesampung selurch



hﬂmmuﬂ.hﬂtmmmﬂww
setempat, maupun kegiatan perckonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh

masyarakal melalui Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Dagrsh. :

Bagian Kedus
Tuajuan
Pasal §
Pembentukan BUMDes bertujuan untuk
a. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa;
5. Meningkatkan kreativitas dan peluang uszha ekomomi produktif masyarakat
desa yang berpenghasilan rendah;
¢. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal; dan
d Meningkatkan pendapatan asli desa.

Bagian Kesatu
Prinsip dasar
Pasal 6
BUMDes dibentuk berdasarkan prinsip prinsip
a.  Pemberdaynan;
b. Keberagaman;
¢. Partisipasi; dan
d. Demokrasi
Bagian Kedua
Syarat Peadirian
Pasal 7

(1) BUMDEs didirikan berdasarkan inisiatif Pemerinmah Desa dan/ atau masysmakat
berdasar musyawarsh warga desa dengan mempertimbangkan :
a Potensi ussha ckonomi masyarkat;
b. Terdapat unit usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;
¢. Terdapat kekayaan desa yang disershkan untuk dikelola schagai bagian dari
usaha desa.
(2) Pendirian BUMDes sehagaimans dimaksud pada ayat (1), apabila Pemerintah
Desa dan masyarakat mempunyai :
3. Peoyertaan modal dari Pemerintah Desa yang bersangkutan dalam bentuk
kekayssn desa yang diserahkan dan terpissh dari penggolongan
menvelenceaman nemenintah dess:



b. Mﬁ“hﬂmmmwhm
hagian unit usaha BUMDes,

¢ Lembaga kevangan masyamkmt telah terdaftar di dess vang dilengkapi
dengan AD dawART serts telsh ditetapkan dalam Keputusen Kepals Desa.

BAB Y
JENIS USAHA
Pasal 8
Jenis Ussha BUMDes dapar berups :
s Jusa;
b. Peayaluran sembilan bahan pokok;
¢. Perdagangan;
d. [ndustri kecil dan kersjinan rumsh tanggs; dan
e. Kegiatan perckonomian desa lainnya.
BAB VI
TATA KERIA KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Kepengurusan
Pasal 9

Kepenguruean BUMDes tendiri dari unsur Pemerintzh Desa dan unsur masyarakar

Pasal 10

Susunan Pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri dari :

a Komisaris;

b, Dircksi;

c. Kepala Unit Usaha (bilamana perlu).

(1) Komisaris sebagaimana dimaksud pada zyat (1) huruf a dijsbat oleh Kepals
Desa.

{2} Direksi dan Kepals Unit Usaha sehagaimana dimsksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf ¢ dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan
musyawarsh dan hasilnya dituangkan dalom Berita Acars.

(3) Apabila dipandang perlu susunan organisasi pengurus BUMDes sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) capat dibentuk wus penagwas dan beberupa anggota
pengurus sesusia dengan bidang usaha.

{4y Jumish snggots pengurus sebagaimana dinmksed pads ayst () disesuaikon
dengan kapasitas bidang usaha dan tidak bertentangan dengan kondisi sosial
Pudaya masyarzkat selempat. .

ﬂ]MM-ﬁ-ﬂ_Wpﬁq‘mm



dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11
Komisaris BUMDes dalam melzaksanzkan tugasnys wajib :
a. Memberi nasehat kepada direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan
pengelolaan BUMDes;
b. Memberi saran dan pendapat dalam pengelolaan BUMDes; dan
‘¢. Mengawasi pelaksanaan kegiatan BUMDes,

Pasal 12
Komisaris BUMDes berwenang :
a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segals persoalan yang menyangkut
pengelolsan ussha desz; dan

b. Mdmdmﬁuﬂm&unhdphﬂ-&m&pummkmdn
citra BUMDes.

Pasal 13
Yang dipilih menjadi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah
& Berkepribadian baik, jujur, cokep, adil penub pengabdian terhadap
perckonominn desa;
b. Berjiwa wirausaha;
¢. Terdaftar sebagoi penduduk desa yang bersangkutan; dan
d. Pendidikan minimal SLTA

Pasal 14

Direksi BUMDes mempunyai tuags ©

a memmmmmm

b, memmmmmmm
merata;

c. WMWWWWW
yang ade didesa; dan

d mmmmmmmmmmmm
pendapatan asli desa.



b. Membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;

e WWW“MM%M&
sekali; dan

d. mmmmmmuw
forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap bulan.

Bagian Kedua
Masa Bakti dan Tunjangan Pengurus
Pasal 16
(1) Masa bakti pengurus BUMDes ditetapkan sebagai berikut ;
a. Komisaris selama yang bersangkutan manjabat Kepala Desa;
b. Direksi selama $ (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk mass bakti
berikutaya.
(2} Pengurus BUMDes diberikan tunjangan penghasilan yang besamnya disesuaikan

Bagian Ketiga
Pemberhentian Pengurus
Pasal 17

(1) Pengurus BUMDes berhenti karena :
8. Meninggal dunis;
b. Mengunurkan diri; dan
€. Diberhentikan )
(2) Pengurus BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hursf ¢
karens :
& - Berakhir masa baktinys;
b. Tidak ada lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus BUMDes;
¢. Terlibat tindak pidana yang berhubungan dengan usahanya; dan
d. Tidsk dapst melsksanskan tugns demgan baik schingga menghambat

BAB VI
PERMODALAN
Pasal 18
(1) Permodalan BUMDes dapat berasal dari :
a. Pemerintah Desa
b. Tabungan masysrakat;
¢. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Dacrah



d. Pinjaman; dan/ atau
e. Penyertasn modal pihak lsin atou kerjasama bagi hasil atas dasar saling
menguntungkan.
£ Peayertaan modal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD dan ART.
(2) Penyenaan modal pihak lain sebagaimana dimaksud peda ayat (1) huruf e, hak-
hak kepemilikannya diatur dalam AD dan ART.

Pasal 19
(1) Dalam rangka pengembangan permodalan BUMDes dapat melakukan
pirjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat
persetujuan komisaris.

BAB VIII
BAGI HASIL USAHA
Pasal 20
Tahun Anggaran BUMDes dimulai tanggal | jenuari sampai deagan 31 Desember
tshun begjalan.

Pasal 21
(1) Besarnya bagi basil ussha BUMDes setiap tahun dipergunakan untuk :
a. Pemupukan modal < 50%
b. Pendapatxn dacrah : 20%
c. Pendidikan Pelatihan Pengurus L 10%
d. Komisaris 5%
e, Direksi %
£ Kepala Unit Usaha dan karyawan 10%

{2) Ketentuan mengenai besamya bagi hasil ussha dan kewnjiban masing-masing
urit usaha yang sudah menjadi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB IX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 22
aummmmmwwmm:
a mmmmmmmmmw



Komisaris dan masyarakat dalam Musyawarah Desa.

b. Kefjasama yang tidak memerluksn jaminan harta benda yang dimiliki atau
dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, harus diberitahukan
kepads Konsiser

BAB X
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 23
Pengelolsan BUMDes harus dilakukan secars
8. Transparan;
b, Akuntabel
¢. Ekseptabel; dan
d. Berkelanjutzn dan memberikan hasil serta manfaat kepada warga masyarakat,
Bagian Kedua
Pertanggyngjawaban
Pasal 24

Pertanggungiawasban pengelolaan BUMDes dilakoulkan :

& Setisp akhir tahun anggaran pengurus memyampaikan  faporan
perianggungjawaban kepads masyarakat dolam forum musyswarsh desa yang
dihadiri clemen pemerintah desa, elemen masyarakat, dan seluruh pengurus
BUMDes.

b. Laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat :

Laporan pengelolaan sclama sats ahon;
pengembangan, indicator keberhasilan;

= Laporan keuvangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan

~ Rencans-rancana pengembangan usasha termasuk usahs yang belum
terealisasi

c. Proses pertanggungjawsban dilakuakn schagai upays untuk cvalussi tshunan
serta pengembangan usaha ke depan.

¢ Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban diatur dajams AD dan ART.

BAB X1
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

= Wocion adc T i Sannd ¥ P Lol D AT




Pasal 26
Warga masyarakat berhsk melskukan pengawasan dalam proses perencansan,
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan BUMDes.

Pasal 27
(1} Dalam rangka pengawasan dibentuk Badan Pengawas.
G)Mm%dﬁaﬁﬂp&mmmum
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paling banyak (fima) orang.
(4) Pembentukan Badan Pengawas diatur dalam AD dan ART.

BAB X1
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDes
Pasal 28

Tmmm@&ﬂrmmwmm
Daeral

BAB X111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Peraturan Desa ini mulai berisku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah
ini dengan penempatannys dalam Lembaran Daersh Kabupaten Gunungkidul.

Ditelaphan di : Ponjong
Pada tanggal : 30 Desember 2010

EKA NUR BAMBANG W,

LEMBARAN DESA PONJONG
NOMOR : 06 TANGGAL 29 DESEMBER 2010



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PONJONG
PEMERINTAH DESA PONJONG
Alamat: Komplek Kolam Sumber Ponjoag No. 84 Kode Pos 55892

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONJONG
DAN
KEPALA DESA PONJONG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA PONJONG
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

NOMOR : 1W/BPD/2010
NOMOR : I{WREG.KOM/XD2010

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Desember tahun 2010 bertempat dibalai Desa Ponjong Kecamatan
Ponjong Kabupaten Gummgkidul pada acara Rapat Paripumna BPD Dess Pogjong menyetujui
bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa Ponjong tentang Pembentukan Badan Usaha Milik
Dess (BUMDess) untok ditctapkan menjadi Peraturan Désa.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Ponjong dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan

Permusyawaratan Desa Ponjong dan Kepala Desa.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
) 2 $ - G




Menimbang

Mengingat

PERATURAN DESA BLEBERAN
KECAMATAN PLAYEN

NOMOR : 01 TAHUN 2014
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLEBERAN

bahwa pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan merupakan
langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan
perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia;

bahwa dalam rangka memberdayakan usaha ekonomi masyarakat pedesaan
perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;

bahwa agar pembentukan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan sesuai
mekanisme maka perlu dibuat Peraturan Desa tentang Pembentukan
Badan Usaha Milik Desa;

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan
huruf ¢ perlu Penyempurnaan Pembentukan Peraturan Desa tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Udang-undang Tahun
1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~ Nomor 4437)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006
Nomor 9 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2008 Nomor 1Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2008 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Usaha milik Desa sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan daerah no.5 tahun 2008;

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55/KEP/2009
tentang Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5
Tahun 2008 Tentang Pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa,
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerjasama Desa, dan Nomor 7
Tahun 2008 Tentang Kedudukan Keuangan Desa, Nomor 8 Tahun 2008
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah
Gunungkidul;

Perdes Desa Bleberan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Lembaga — Lembaga Desa.



Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintahan Desa Bleberan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang
bersangkutan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Desa;

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama
Kepala Desa;

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi;

Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat
menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi;



13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Lembaga Usaha yang
berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari keuntungan
dengan mengutamakan pelayananan yang baik;

14. Komisaris adalah di jabat oleh Kepala Desa

15. Direksi adalah dewan pengurus atau dewan pimpinan.

16. Badan pengawas adalah Badan pengawas Badan Usaha Milik Desa;

17. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tingeal di Desa yang bersangkutan , yang secara
langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa;

18. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat
terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan
untuk mencapal tujuan organisasi serta menyusun aturan — aturan lain

19. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai
bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar dalam

melakanakan tata kegiatan organisasi,

BAB II
PEMBENTUKAN BUMDes
Pasal 2
(1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa
mendirikan BUMDes dengan nama “SEJAHTERA?”;
(2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh
Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Pasal 3
(1) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus berbadan hukum;
(2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4
Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan
masyatakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan
perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 5
Pembentukan BUMDes bertujuan untuk :
a. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa;



b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang

berpenghasilan rendah;

c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal; dan

Meningkatkan pendapatan asli desa

a.

BAB IV
PRISIP DASAR DAN SYARAT PENDIRIAN
Bagian Kesatu
Prinsip Dasar

Pasal 6
BUMBDes dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip
Pemberdayaan;
Keberagaman

b
C.
d

Partisipasi dan
Demokrasi

Bagian Kedua
Syarat Pendirian
Pasal 7

(1) BUMDes didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat

berdasarkan musyawarah warga desa dengan mempertimbangkan :

a.
b.
C.

Potensi usaha ekonomi masyarakat;

Terdapat unit usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;

Terdapat kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha
desa.

(2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Pemerintah Desa dan

masyarakat mempunyai :

a.

Penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang bersangkutan dalam bentuk
Kekayaan Desa yang diserahkan dan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan
pemerintah desa;

Unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit
usaha BUMDes;

Lembaga keuangan masyarakat telah terdaftar di desa yang dilengkapi dengan AD
dan ART serta telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BABYV
JENIS USAHA
Pasal 8

Jenis Usaha BUMDes Desa Bleberan berupa :
a. Jasa;

I

Penyaluran sembilan bahan pokok;
Perdagangan;

Industri kecil dan kerajinan rumah tangga
Pengelolaan air bersih



f.  Simpan pinjam
g. Pengelolaan wisata

BAB VI
TATA KERJA KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu

Kepengurusan
Pasal 9
Kepengurusan BUMDes terdiri dari :
1. Unsur Pemerintah Desa;
2. Unsur Tokoh Masyarakat;
Pasal 10
(1) Susunan Pengurus BUMDes Desa Bleberan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri
dari :
a. Pengawas (sebanyak-banyaknya 7 orang);
b. Komisafis;
c. Direksi (7 orang);
d. Sekretaris (2 orang);
e. Bendahara (7 orang);

t. Kepala Unit Usaha (wenyesuaikan jumlah unit usaba yang ada).

(2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Desa;

(3) Pengawas, Direksi, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipilih oleh Team Formatur. (sebagaiamana di atur dalam Anggaran Dasar
BUMDes) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

(4) Pemilihan pengurus BUMDes dilaksanakan dalam Musyawarah Desa yang di hadiri oleh
Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, LPMP, RW, RT, Wakil Perempuan, unsur
Pemuda, Pengurus Lama, Tokoh Masyarakat dan Yayasan Rancang Kencono;

(5) Pemilihan Pengurus dengan sistim formatur;

(6) Unsur Team Formatur terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat,
Pengurus lama, Yayasan Rancang Kencono, dan Karang Taruna.

(7) Komposisi Team Formatur sejumlah 11 orang : Pemerintah Desa 2 orang, BPD 2 orang,
LPMD 2 orang, Tokoh Masyarakat 1 orang, Pengurus LLama 2 orang, Yayasan Rancang
Kencono 1 orang dan Karang Taruna 1 orang;

(8) Komposisi Pengurus dengan perbandingan 25 % Pengurus Lama 75 % Pengurus Baru;

(9) Kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11
Badan pengawas mempunyai tugas antara lain
a. Mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 3 bulan sekali membahas hal ikhwal terkait
dengan kinerja BUMDes;

b. Melakukan pengawasan terhadap penetapan kebijakan dan pengembangan usaha
BUMDes;



c. Melaksanakan pemeriksaan 3 bulan sekali baik kepada kinerja karyawan dan pengurus
BUMDes.

Pasal 12
Komisaris BUMDes dalam melaksanakan tugas mempunyai kewajiban :
a. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan
BUMDes;
b. Memberi saran dan pendapat dalam pengelolaan BUMDes; dan
Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes.

Pasal 13
Komisaris BUMDes berwenang :
a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut
pengelolaan BUMDes;
b. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citranya.

Pasal 14

Direksi BUMDes mempunyai tugas dan kewajiban :

a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi
lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;

b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di
desa;

d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli
desa.
Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Komisaris setiap satu bulan sekali;
Mengadakan rapat koordinasi tiap bulan sekali;

g. Memberikan laporan kegiatan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah
desa minimal 1 tahun sekali;

h. Membuat Progres Bulanan;

1. Membuat Laporan Bulanan.

Pasal 15
Sekretaris Direksi mempunyai tugas :
Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan BUMDes;
Menyiapkan segala kebutuhan administrisi BUMDes;
Menginventaris aset BUMDes;
Melaksanakan tugas sebagai notulis dalam setiap kegiatan;
Mewakili rapat-rapat jika direksi berhalangan hadir;
Membuat laporan bulanan;
Membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
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Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada direksi setiap satu bulan sekali.



Pasal 16
Bendahara mempunyai tugas dan keajiban :
Melaksanakan pembukuan keuangan BUMDes;
Menerima dan membukukan setoran dari unit-unit atau pihak lain;
Mengeluarkan dana ataupun biaya-biaya atas persetujuan Direksi;
Membuat pembukuan keuangan setiap bulan;
Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan setiap bulan kepada Direksi BUMDes;
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Membuat laporan akhir tahun sesuai dengan ketentuan.

Pasal 17
Kepala Unit mempunyai tugas dan kewajiban :
1. Melakukan monitoring kegiatan kepada unit yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Memberikan pengarahan dan membimbing kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
3. Mencatat segala kejadian dan melaporkan kepada direksi setiap satu bulan sekali.

Pasal 18
Karyawan
1. Karyawan adalah petugas pelaksana kegiatan harian yang di berikan gaji sesuai dengan
kemampuan BUMDes;
2. Karyawan BUMDes di bagi menjadi Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap;
3. Karyawan Tetap adalah karyawan yang mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan dari
Pengurus BUMDes dengan persetujuan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
4. Surat keputusan karyawan tetap di berikan secara periodik setiap awal tahun anggaran;
5. Karyawan tidak tetap adalah tenaga kerja tambahan bilamana di butuhkan dan tidak
mendapatkan Surat Keputusan dari pengurus BUMDes
6. Usia karyawan minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun

Bagian Kedua
Syarat — syarat menjadi Pengurus dan karyawan.
Pasal 19
Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah penduduk desa dan berkewarganegaraan Republik
Indonesia yang memenuhi persyaratan :
Berkepribadian baik, jujur, cakap, adil, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
Berjiwa wira usaha;
Mempunyai visi kedepan tentang BUMDes;
Pendidikan minimal SLLT'A;
Mempunyai kemampuan di bidangnya;
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Terdaftar sebagai penduduk Desa Bleberan.

Pasal 20
Yang dapat di pilih menjadi karyawan adalah penduduk desa dan berkewarganegaraan
Republik Indonesia yang memenubhi persyaratan :
a.  Berkepribadian baik, jujur;
b. Terdaftar sebagai penduduk desa Bleberan;
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Tidak sedang menjadi Perangkat Desa, BPD, PNS dan pengurus harian Lembaga-
Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Pendidikan minimal SD;

Lolos dalam tes penyaringan yang di laksanakan oleh pengurus BUMDes bagi karyawan.

Bagian Ketiga
Masa Bakti dan Tunjangan Pengurus
Pasal 21
Masa bakti pengurus BUMDes ditetapkan sebagai berikut :
a. Komisaris selama yang bersangkutan menjabat Kepala Desa;
b. Masa bakti Pengurus BUMDes selama 4 (empat) tahun dapat dipilih kembali untuk
masa bakti berikutnya.

Pengurus BUMDes diberikan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan
dan keuntungan usaha;

Besaran tunjangan/honor pengurus dan karyawan di tetapkan dalam peraturan Desa.

Bagian Keempat
Pemberhentian Pengurus dan karyawan
Pasal 22
Pengurus dan karyawan BUMDes berhenti karena :
a. Meninggal Dunia;
b. Mengundurkan Diri;
c. Diberhentikan.
Pengurus dan Karyawan BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ karena :
a. Berakhir masa baktinya;
Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus dan karyawan BUMDes;
Melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
Terlibat tindak pidana;
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Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan
perkembangan BUMDes.

BAB VII
PERMODALAN
Pasal 23
Permodalan BUMDes dapat berasal dari :
a. Pemerintah Desa;
Tabungan masyarakat;
Bantuan Pemerintah;
Pinjaman; dan/atau;

T

Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling
menguntungkan.



(2) Penyertaan modal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hak-hak
kepemilikannya diatur dalam AD dan ART.

Pasal 24
(1) Dalam rangka pengembangan permodalan BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VIII
BAGI HASIL USAHA
Pasal 25
Tahun Anggaran BUMDes dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun
berjalan.
Besarnya bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun dipergunakan untuk :

a. Pemupukan Modal Usaha 2 15 %;
b. Pendapatan Desa : 25 Y
c. Pendidikan Pelatihan : 5 %;
d. Pengembangan Potensi 2 25 %o
e. Pengurus 215 %;
f. Dana Cadangan 25 Y%;
g. Dana Sosial dan Religi : 10 %o
BAB IX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 26

BUMDes dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

a. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan
mengakibatkan beban hutang, harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa;

b. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola
BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, harus mendapatkan persetujuan Kepala
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

BAB X
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 27
Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara:
a. Transparan;
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b. Akuntabel;
c. Akseptabel;
d. Berkelanjutan dan memberikan hasil serta manfaat kepada warga masyarakat.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 28

Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dilakukan :

a. Setiap akhir tahun anggaran pengurus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
kepada masyarakat melalui Musyawarah Pertanggungjawaban BUMDes yang dihadiri oleh
Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, LPMP, RW, RT, Wakil Perempuan, unsur
Pemuda, Pengurus Lama, Tokoh Masyarakat dan Yayasan Rancang Kencono selambat-
lambatnya 3 bulan tahun anggaran berakhir;

b. Laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat :

- Laporan pengelolaan selama satu tahun;

- Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan,
indikator keberhasilan;

- Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan

- Rencana-rencana pengembangan usaha termasuk usaha yang belum terealisasi.

c. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta
pengembangan usaha ke depan;

d. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban diatur dalam AD dan ART.

BAB XI
PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29
Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan fasilitas teknis manajemen melalui pelatihan,
pendampingan, monitoring, dan evaluasi BUMDes.

Pasal 30
Warga masyarakat berhak melakukan pengawasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi kegiatan melalui jaring aspirasi Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan

penempatannya dalam Lembaran
Gunungkidul.

Diundangkan di Bleberan
Pada tanggal 26 Februari 2014
Penjabat Sekretaris Desa

MARMOYATO

Lembaran Desa Bleberan
Nomor : 01 Tahun 2014

Peraturan Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten

Ditetapkan di Bleberan
Pada tanggal, 26 Februari 2014
Penjabat Kepala Desa

HARTONO
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PERATURAN DESA SUMBERMULYO
KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
“SUMBERMULYO MANDIRI” DESA SUMBERMULYO KECAMATAN

BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA SUMBERMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO

Menimbang

a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan

kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi
berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa,
Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan
potensi desa;

. bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
diatur dengan Peraturan Daerah;

C.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Mengingat

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu memutuskan
Peraturan Desa Sumbermulyo tentang Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), “Sumbermulyo
Mandiri”, Desa  Sumbermulyo Kecamatan
Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



10.

lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetaman mulai berlakunya Undang-
undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 312 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14
Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007
Seri D Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20
Tahun 2007 tentang Pedoman  Organisasi
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4
Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2009 Seri D Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11
Tahun 2009 tentang Tatacara Pembentukan dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan persetujuan bersama :



LURAH DESA SUMBERMULYO
dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERMULYO

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DESA SUMBERMULYO TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) SUMBERMULYO MANDIRI DESA
SUMBERMULYO, KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.

w

Peraturan Desa Adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat
oleh BPD bersama Lurah Desa.

. Desa adalah Desa Sumbermulyo.
. Lurah Desa adalah Lurah Desa Sumbermulyo.
.Badan Permusyawaratan Desa adalahBadan Permusyawaratan Desa

Sumbermulyo.

. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa Sumbermulyo dan Pamong Desa

Sumbermulyo.

. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh

Pemerintah Desa Sumbermulyo dan Badan Permusyawaratan Desa
Sumbermulyo dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

. Pungutan Desa adalah Sumber Pendapatan Desa yang diambil dari

Masyarakat atau Perorangan, Instansi, Perusahaan sebagai akibat dari
penggunaan jasa Pemerintah Desa Sumbermulyo.

.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB

Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD,yang
ditetapkan denganPeraturan Desa .



. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelolah
oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat
perekonomi desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi
desa.

BAB II
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes.)“SUMBERMULYO MANDIRI “

Pasal 2
. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes.) “ Sumbermulyo
Mandiri ” bertujuan meningkatkan pendapatan Desa, Kesejahteraan
Masyarakat dan kemajuan Pemerintah Desa Sumbermulyo serta dalam
rangka mendukung dan mempertahankan Predikat Desa Good
Government.
. Pembentukan BUMDes. “Sumbermulyo Mandiri” untuk menyediakan
kebutuhan masyarakat dan untuk menggali dan mengembangkan
Potensi Desa Sumbermulyo.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3
.Badan Usaha ini bersama Badan Usaha Milik Desa “ Sumbermulyo
Mandiri “ , Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten

Bantul dan selanjutnya disingkat BUMDes “Sumbermulyo Mandiri”.
. BUMDes “Sumbermulyo Mandiri” Desa Sumbermulyo berkedudukan di

a. Desa : Sumbermulyo

b. Kecamatan : Bambanglipuro

c. Kabupaten : Bantul

d. Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
BAB IV

AZAS, LANDASAN, NILAI DAN PRINSIP

Pasal 4

.BUMDes “Sumbermulyo Mandiri” Desa Sumbermulyo Kecamatan
Bambanglipuro Kabupaten Bantul berazaskan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945.

. BUMDes “Sumbermulyo Mandiri” melaksanakan kegiatan wusaha
berdasarkan nilai — nilai dan prinsip:

a. Demokratis

b. Keadilan



c. Keterbukaan
d. Tanggungjawabdan
e. Pedulikepadamasyarakat
BAB V
TUJUAN

Pasal 5

Tujuan didirikan BUMDes “Sumbermulyo Mandiri” Sumbermulyo adalah:

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat.

2. Meningkatkan krativitas dan peluang usaha ekonomi produktif/
kewirausahaan masyarakat.

3. Mendorong berkembangnya wusaha mikro sector informal untuk
penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat.

4. Memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan produktif
yang terbebas dari pengaruh rentenir.

5. Tersedia media berbagai usaha dalam menunjang perekonomian
masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan.

6. Merupakan bagiand ari program Pemerintah Desa Sumbermulyo dalam
berperan serta menggerakkan dan membangun tatanan perekonomian
masyarakat.

BAB VI
BIDANG USAHA

Pasal 6
1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud padapasal 2, maka
BUMDes “Sumbermulyo Mandiri” Desa Sumbermulyo

menyelenggarakan berbagai bidang usaha sebagai berikut:

a. Produk Primer : Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan,
danKehutanan.

b. Perdagangan : PasarDesa, Pertokoan,
KerajinandanIndustrirumahtangga

c. Jasa : Jasa Pembayaran Listrik , Tilpon , Internet , Air PAM ,
SimpanPinjam, Pengurusan Perijinan, Pengurusan Surat-surat
Tanah, Pengurusan Akta dan Jasa Transportasi.

d. Pengelolaan dan Optimalisasi Aset-asset milik Desa.

e. Pengelolaan Wisata : Wisata Pertanian, Embung Merdeka dan Agro
Wisata.

2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, BUMDes “Sumbermulyo

Mandiri” Desa Sumbermulyo dapat melakukan kerja kemitraan:

a. Kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan

b. Kerjasama antar Desa lintas Kecamatan dalam satu Kabupaten



c. Kerjasama antar Desa lintas Kabupaten dalam satu Propinsi

3.BUMDes  “Sumbermulyo Mandiri” Desa Sumbermulyo menyusun
Rencana Kerja (Business Plan) masa jangka panjang dan jangka pendek,
serta menyusun Rencana Anggaran dan Belanja BUMDes.

BAB VII
KEPENGURUSAN

Pasal 7
1. Susunan Organisasi Kepengurusan BUMDes “Sumbermulyo Mandiri”
Desa Sumbermulyo terdiri dari :
a. Komisaris atau Penasihat yang secara ex officio dijabat oleh Lurah
Desa.
b. Direksi dipilih dan ditunjuk berdasarkan musyawarah yang
dituangkan dalam Berita Acara.
c. BadanPengawas dipilih dan ditunjuk berdasarkan musyawarah yang
dituangkan dalam Berita Acara.
2. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
3. Pengurus yang masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali untuk
masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi.
4. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, pengurus harus
terlebih dahulu mengucapkan sumpah dan janji.
5. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus diatur dan
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
6. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus diatur
dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
7.Susunan Organisasi Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa
Sumbermulyo ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8
Rincian-rincian sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal ini merupakan
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 9
Apabila dipandang perlu, Lurah Desa dapat menetapkan Keputusan
Lurah Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 10
Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahui Peraturan Desa ini, memerintahkan

mengumumkan Peraturan Desa

Sumbermulyo ini dengan

menempatkannya pada Papan Pengumuman Desa Sumbermulyo secara

terbuka .

Diumumkan di Desa Sumbermulyo
Pada tanggal 210ktober 2014
Carik Desa Sumbermulyo

—

Ditetapkan di Sumbermulyo
Pada tanggal 21 Oktober 2014
Lurah Desa Sumbermulyo

gy
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FOTO LINGKUNGAN DESA PONJONG

Waterbyur, unit usaha BUMDes Hanyukupi, Area gazebo Banyu Biru yang berada di belakang
keberadaannya memanfaatkan sumber air yang melimpah ~ Waterbyur yang pemanfaatannya kurang optimal.
dan menjadi salah satu andalah PADes Ponjong.

Sisi barat Waterbyur sebagai area publik yang digunakan Salah satu area persawahan yang menyokong kehidupan
masyarakat untuk mandi dan mencuci. masyarakat Desa Ponjong di bidang pertanian.

\'.UISA!A
PONJONG

Kelompok difabel Desa Ponjong memproduksi batik Peta objek wisata menggambarkan besarnya potensi
sebagai sarana aktivitas produktif dan melepaskan diri alam Desa Ponjong yang dapat dikembangkan sebagai
dari ketergantungan. tujuan wisata dan turut menyumbang perekonomian

desa.



FOTO LINGKUNGAN DESA BLEBERAN

&
A
A

Kali Tanjung menjadi prospek pengembangan kawasan Area pelayanan Unit Pelayanan Air Bersih (PAB) BUMDes
desa wisata Desa Bleberan. Sejahtera yang mengalirkan air bersih kepada masyarakat
pelanggan di 11 dusun.

Kios kaki lima di sekitar area parkir Air Terjun Sri Gethuk, Menyusuri Sunga Oyai menuju Air Terjun Sri Gethuk.
sebagai salah satu lokasi kegiatan ekonomi masyarakat
Desa Bleberan.

Pengelola BUMDes Sejahtera beserta laporan operasional.

Gua Rancang Kencono yang kini mulai difungsikan sebagai

tempat pertemuan formal bagi Pemerintah Desa maupun
masyarakat.



FOTO LINGKUNGAN DESA SUMBERMULYO

Jalan utama menuju Desa Sumbermulyo membelah area

Diskusi Gapoktan mengkritisi peran dan dukungan
persawahan dan dihiasi pohon rindang.

BUMDes Mandiri pada pembangunan pertanian.

-
= 9

.f- ‘J:‘i X / [;

~rmia ' z

. - | |

L& o P
)
- . ’

Pasangan suami istri difabel yang mengandalkan usaha Salah satu sudut Bank Sampah 'Milah Rejeki' yang
jahit dan pembuatan keranjang bunga sebagai mata menampung tabungan sampah masyarakat .

pencaharian utama.

Tahun Baru 2016 dirayakan masyarakat Sumbermulyo
dengan lomba 'Mancing Mania' di Embung Merdeka.

Cacat permanen akibat gempa bumi memaksa Samadi
banting setir dari buruh bangunan ke usaha bengkel
sepeda untuk bertahan hidup. Sayangnya kelompok
difabel belum mendapat akses dan manfaat dari
keberadaan BUMDes.



